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Kata Pengantar 
 
 
 

Puji dan  syukur kita  panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Esa, karena pada akhir tahun anggaran 2022 ini, Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Provinsi Banten telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Tahun 
2022. 

 

Laporan LKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia  
Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  
Pemerintah  (SAKIP)  serta  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  
Negara  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  53 Tahun  2014  
tentang  Petunjuk  Teknis  Penyusunan  Penetapan  Kinerja, Pelaporan  Kinerja  
dan  Tata  Cara  Reviu  atas  Laporan  Kinerja  Instansi Pemerintah. 

 
Masalah pengelolaan lingkungan  hidup dan pembangunan yang berkelanjutan 
bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Banten  semata, 
tetapi telah  menjadi  tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan 
(stakeholder). Saat ini isu lingkungan telah menjadi isu global. 

 
Peran serta masyarakat dan dunia usaha sangat penting dan strategis terutama 
dalam era industrialisasi sekarang ini. Diharapkan peran serta masyarakat dan 
dunia usaha lebih optimal, sehingga percepatan pembangunan pengelolaan 
lingkungan hidup bisa dicapai dengan lebih efektif dan efisien dengan 
mewujudkan kemitraan secara nyata. 

 
Kesungguhan Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan 
yang berkelanjutan telah membuahkan hasil, minimal wawasan dan kesadaran 
masyarakat dan dunia usaha secara  umum  makin  meluas.  Namun  demikian  
upaya-upaya yang lebih keras masih perlu dilakukan. 
 
Dimasa yang akan datang, cakupan persoalan lingkungan cenderung makin 
luas, dalam dan rumit akibat semakin cepatnya pertumbuhan penduduk dan  
pembangunan yang dilaksanakan yang tentunya mempunyai dampak yang 
perlu dicegah dan dieliminir sehingga tidak melampaui ambang batas yang ada. 
 
Akhirnya, kami menyadari bahwa apa yang kami hasilkan dan laporkan mungkin 
belum maksimal, namun apa yang telah diupayakan   DLHK   Provinsi   Banten   
merupakan   hal   yang optimal. Oleh karenanya, kami menyampaikan 
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya 
sehingga Pembangunan Provinsi Banten dalam rangka mewujudkan Banten 
Ramah Lingkungan menuju pembangunan yang berkelenjutan dapat terlaksana 
dengan baik. 

 

Serang, 30 Desember 2022 
KEPALA DLHK PROVINSI BANTEN 

 

 
 
 
 

Wawan Gunawan, S.Sos.,M.Si 
NIP. 19671217 198803 1 006 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1.    Latar Belakang 
 
 

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah 

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas 

dari korupsi.  

 

Dalam  kaitannya  dengan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  

(SAKIP)  maka  laporan  kinerja  ini  disusun dengan  berpedoman  pada  

Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi  Banten sebagai instansi 

pemerintah mempunyai kewajiban menyusun LKIP yang merupakan bentuk 

akuntabilitas kepada publik serta menjadi  media  informasi  kepada  publik   

mengenai  capaian kinerja yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Banten selama tahun 2022. 

 

Terkait tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai 

instansi yang melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mendorong 

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta kelestraian hutan menjadi 

lebih baik dan terencana sehingga mampu melihat dan mengatasi permasalahan 

yang saat ini dihadapi sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh 

masyarakat secara berkelanjutan. 
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1.2.    Landasan Hukum 

 
Landasan hukum yang mendasari kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK Provinsi Banten adalah : 

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional;  

2. Peraturan Presiden Nomor 29  tahun 2014 tentang Sistem Akuntabitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi tahun 2010-2025; 

5. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Daerah 

7. Pergub Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; 

8. Pergub Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan 

Tinggi,Administrator dan Pengawas Perangkat. 

 

1.3.    Maksud dan Tujuan 
 

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKIP) Tahun 2022 adalah :  

a. Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang 

kinerja instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan 

penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya  

b. Sebagai parameter penilaian kinerja SKPD  

c. Memberikan feetback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya  

d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan 

publik di komunikasi, informasi, persandian dan statistik  
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e. Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan Program dan Kegiatan 

Kerja SKPD pada periode kerja selanjutnya  

f. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk 

meningkatkan kinerjanya  

g. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai 

wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan 

kebijakan pembangunan daerah 

 

1.4.  Struktur Organisasi 

 

Secara rinci susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi Banten, seperti berikut: 

 

Struktur Organisasi 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten 
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Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten 

terdiri atas : 

1. Kepala Dinas, 

2. Sekretaris, membawahi; 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

 Sub Bagian Keuangan; 

 Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 

3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi; 

 Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; 

 Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; 

 Seksi Peningkatan Kapasitas.  

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, 

membawahi; 

 Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; 

 Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 

 Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; 

5. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi; 

 Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan; 

 Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan; 

 Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan 

6. Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, 

membawahi; 

 Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan; 

 Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat; 

 Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri atas 3 unit yakni; UPTD 

Laboratorium Lingkungan, UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten, dan 

UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan; 

8. Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten; terdiri atas 2 

Cabang Dinas LHK yakni; Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon, dan Cabang Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan 

Tangerang; 

9. Jabatan Fungsional. 
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Uraian tugas jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan 

Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan 

Tinggi, Adminsitrator dan Pengawas pada Dinas Daerah dan Peraturan Gubenur 

Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang Uraian tugas Jabatan Administrator dan 

Pengawas pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Banten.   

 

1.5.    Tugas Pokok  dan Fungsi Organisasi 

 
Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten didasarkan 

pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya uraian tugas, fungsi dan 

struktur organisasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, serta Peraturan Gubernur Banten 

Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas 

dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 

dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang uraian Tugas Jabatan 

Administrator dan Pengawas pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. 

Adapun uraian secara rinci, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagaimana peraturan 

Gubernur diatas adalah sebagai berikut  :  

(1). Kedudukan  

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana  urusan 

pemerintahan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Tugas Pokok 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu gubernur 

melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta 

Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. 
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(3) Fungsi 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya 

menyelenggarakan fungsi dan kewenangan;  

b. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) provinsi dan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau 

Program (KRP) provinsi;  

c. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;  

d. Pengelolaan Kehati provinsi;  

e. Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah 

provinsi;  

f. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin 

lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;  

g. Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 

hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah 

kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;  

h. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH 

yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah 

provinsi;  

i. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk 

lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;  

j. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi;  

k. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:  

1)  Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau 

izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;  

2)  Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas 

Daerah kabupaten/kota;  

l. Penanganan sampah di TPA/TPST regional;  

m. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);  

n. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);  
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o. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, 

meliputi :  

1) Pemanfaatan kawasan hutan;  

2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;  

3) Pemungutan hasil hutan;  

4)Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau 

penyerapan karbon;  

p. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara;  

q. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi;  

r. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;  

s. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 

m³/tahun;  

t. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) 

untuk kepentingan religi;  

u. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman 

Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota;  

v. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau 

tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES.  

w. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah 

penyangga kawasan suaka alam dan kawasam pelestarian alam;  

x. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;  

1) Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;  

2) Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah 

kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah 

provinsi;  

y. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu oleh 3 (tiga) Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD 

Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan, UPTD Pengelolaaan Taman Hutan Raya 

Banten serta 2 (dua) Cabang Dinas yaitu Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon dan Cabang 
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Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan 

Tangerang. 

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan 

teknis operasional Dinas di bidang pelayanan teknis laboratorium, Penelitian dan 

pengujian kualitas lingkungan dan penyelenggaraan uji profisiensi dan mempunyai 

fungsi: 

a. pengujian dan analisis serta metode analisis laboratoris untuk seluruh komponen 

lingkungan;  

b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan 

sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;  

c. pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan;  

d. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan;  

e. pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan; dan  

f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium.  

 
UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang sertifikasi dan perbenihan 

tanaman hutan.  UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi  

a. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;  

b. Penyusunan rencana teknis operasional sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan; 

c. Pelayanan sertifikasi benih, bibit dan sumber benih tanaman hutan;  

d. Penyelenggaraan kegiatan produksi benih dan bibit tanaman hutan dan tanaman 

produktif untuk kegiatan konservasi tanah, air dan lingkungan di luar kawasan 

hutan;  

e. Pelayanan pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan; 

f. Bimbingan teknis dan pelayanan perbenihan kepada pelaku usaha perbenihan, dunia 

pendidikan, aparatur dan masyarakat; 

g. Penyediaan data dan informasi sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;  

h. Fasilitasi penelusuran, identifikasi, pembangunan, pelestarian, pengembangan dan 

pemanfaatan sumber benih tanaman hutan dan plasma nutfah;  

i. Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, tenaga teknis lapangan dan tenaga 

laboratorium terkait perbenihan dan sertifikasi; 

j. Fasilitasi pengembangan  tanaman Langka /endemik/langka/varietas/species yang 

hampir punah/memiliki nilai ekonomis tinggi secara invitro; 
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k. Fasilitasi supervisi pembangunan dan penilaian kelayakan kebun sumber benih serta 

monitoring evaluasi kebun sumber benih; 

l. Fasilitasi rekomendasi Penetapan Pengada dan atau Pengedar Benih dan Bibit 

Tanaman Hutan; dan 

m.Pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD.  

UPTD Pengelolaaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai tugas pokok 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan 

Raya yang meliputi perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi 

kesesuaian fungsi kawasan Taman Hutan Raya Banten dan mempunyai fungsi:  

a. penyusunan rencana teknis operasional;  

b. pelaksanaan perencanaan pengelolaan kawasan;  

c. pelaksannaan perlindungan;  

d. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem;  

e. pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan, tumbuhan dan satwa;  

f. pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan; dan  

g. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan 

pelaporan  

 

Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah 

Pandeglang, Serang dan Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas 

penunjang dalam penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi 

pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan 

bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan. dan mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, penilaian dan pengawasan administrasi 

dalam kaitannya perkerjaan dan efisiensi lingkungan publik;  

b. pelaksanaan pendampingan pengembangan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, 

dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;  

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran dan 

industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerja;  

d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan 

tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) 

CITES:  
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e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem 

esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan 

negara di wilayah kerja;  

f. Pelakanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar 

kawasan hutan Negara di wilayah kerjanya; dan  

g. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.  

 
Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan 

Tangerang  mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penunjang dalam 

penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan 

pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan yang berada 

di luar kawasan hutan. dan mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, penilaian dan pengawasan administrasi 

dalam kaitannya perkerjaan dan efisiensi lingkungan publik;  

b. pelaksanaan pendampingan pengembangan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, 

dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;  

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran 

dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerja;  

d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan 

tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) 

CITES:  

e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem 

esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan 

negara di wilayah kerja;  

f. Pelakanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di 

luar kawasan hutan Negara di wilayah kerjanya; dan  

g. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.  

 
1.6.  Sumber daya DLHK Provinsi Banten 

A. Sumber Daya Manusia 

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas professional, 

berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi 

atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat 

diperlukan keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan 
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oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya masing-masing. 

 
Sumber Daya Manusia SKPD/OPD umumnya didasarkan pada beban kerja 

(tupoksi) yang diberikan, dengan klasifikasi tenaga PNS (Pegawai Negeri Sipil) 

dan tenaga Non-PNS (kontrak) jumah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Banten sebanyak 133 orang dengan rincian jumlah pegawai 

di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai berikut : 

Tabel 1 

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural  

di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten 

 

NO GOLONGAN 
JUMLAH 
(ORANG) 

KETERANGAN 

1 Esselon II 1 Kepala Dinas 

2 Esselon III 10 
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Balai 

dan Kepala UPTD 

3 Esselon IV 30 Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian 

4 Fungsional 4 Penyuluh 

5 Fungsional Umum 88 Pelaksana/ASN 

  JUMLAH 133   

                              Sumber:Data Kepegawaian DLHK Provinsi Banten Tahun 2022 

Komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten 

berdasarkan jabatan dan golongan, disajikan sebagai berikut: 

 

Tabel 2  

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan  

di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten  

NO JABATAN 
GOLONGAN 

JUMLAH 
IV III II I 

1 KEPALA DINAS 1 - - - 1 

2 SEKRETARIS 1 - - - 1 

3 KEPALA BIDANG 3 - - - 3 

4 KEPALA BALAI / UPT 5 - - - 5 

5 KEPALA SUB BAGIAN 4 4 - - 8 

6 KEPALA SEKSI 13 9 - - 22 

7 PENYULUH 3 1 - - 4 

8 PELAKSANA / ASN 6 66 15 2 89 

  JUMLAH  36 80 15  2  133 

                     Sumber: Data Kepegawaian DLHK Provinsi Banten Tahun 2022 
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Berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan, diperoleh bahwa 

total Golongan IV sebanyak 36 orang (27,07%), Golongan III sebanyak 80 orang 

(60,15%),Golongan II sebanyak 15 orang (11,28%) dan Golongan I sebanyak 2 

orang (1.50%). 

 

B. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk menunjang kinerja pegawai 

di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sarana dan  prasarana tersebut 

secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua)  kelompok   yakni barang  bergerak   dan  

barang  tidak bergerak. 

Berikut adalah rincian sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Banten : 

Tabel 3 

Sarana dan Prasarana  

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten 

    Sumber: Data Aset Barang DLHK Provinsi Banten Tahun 2022 

 

Sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi  Banten,  

berdasarkan   kategori  aset  dan  nilainya diestimasi mencapai 80,76 milyar dengan 

rincian sebagai berikut: 

 

 

 

 
No 

 
SaranaPrasarana 

Jumlah 

(unit) 

Keterangan 
Baik Rusak 

A Barang Bergerak    
1 Roda Empat 42 40 2 
2 Roda Dua 66 52 14 
3 Roda Tiga 9 3 6 

B Barang Tidak Bergerak    
1 Gedung Persemaian 3 3 - 
2 Laboratorium 2 2 - 
3 Gedung Pertemuan Petani - - - 
4 GedungKantor Dinas 3 3 - 
5 Meja Kerja 791 457 334 
6 Kursi Kantor 1173 645 528 
7 Komputer 64 61 10 
8 Mesin Ketik 8 8 - 
9 Peralatan Laboratorium 322 168 155 

10 Peralatan Gambar 2 2 - 
11 Barang lainnya 3420 1770 1640 



 

13 
 

Tabel 4 

Jenis Aset dan Nilai Barang  

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Aset DLHK Provinsi Banten,2022 

 

Berdasarkan jenis dan nilai aset/barang yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten hingga tahun 2022 adalah sebanyak Rp. 

80.766.411.519,26 dengan persentase tertinggi adalah jenis perlengkapan dan 

mesin yakni 51 milyar (63,70%) atau lebih dari setengah  nilai total aset. 

Sedangkan persentase terendah adalah asset tetap lainnya/maket yakni 24,7 juta 

(0,03%) dari nilai total aset. Lebih rinci sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

No Barang/Aset NilaiBarang Keterangan 

1 Tanah (KIB-A) 2.331.512.500,00 Tanah Bangunan Terminal 
Darat, Tanah Kebun, Tanah 

Kosong Lainnya 

2 Perlengkapan dan 
Mesin(KIB-B) 

51.492.815.655,26 Kendaraan, Meja, 
Kursi,AC,PC,Printer,Laptop 

3 Bangunan dan 
Gedung (KIB-C) 

24.283.816.414,00 GedungKantor, 
Kantin,Kanopi Parkir, 
Toilet,TempatWudhu, 

Kanopi Musholah 

4 Jalan Irigasi dan 
Jaringan (KIB-D) 

2.674.561.350,00 Instalasi Pusat Pengatur 
Listrik, Bangunan Penampung 
Air, Saluran Drainase, dll 

5 Aset Tetap Lainnya 
(KIB-E) 

24.705.600,00 Maket Gunung 
Krakatau danBadak 
Bercula 

6 Konstruksi dalam 
Pengerjaan (KIB-F) 

- - 

 Total 80.766.411.519,26  
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Gambar 1   

Gambaran Persentase Nilai Aset/Barang Di  Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Banten

 

  

1.7.  Sistematika Penyusunan 
 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK Provinsi 

Banten Tahun 2022 dilakukan oleh Tim Penyusun LKIP Dinas Lingkungan 

Hidup dan KehutananProvinsi Banten. Dalam proses penyusunan LKIP juga 

melibatkan seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). 

 

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK 

Provinsi Banten Tahun 2022 sebagai berikut : 

BAB I     PENDAHULUAN 
 

Pada Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, tugas pokok fungsi 

dan susunan organisasi, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II PERENCANAAN KINERJA  

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai: Rencana strategis 

dan Rencana Kinerja. Pada awal bab  ini  disajikan gambaran 

secara singkat  sasaran yang ingin diraih organisasi pada tahun yang 

bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi 

organisasi. 

 2.331.512.500,00  

51.451.815.655,26 

24.283.816.414 

2.674.561.350 

24.705.600 

Tanah (KIB-A) Perlengkapan dan Mesin(KIB-B)

Bangunan dan Gedung (KIB-C) Jalan Irigasi dan Jaringan (KIB-D)

Aset Tetap Lainnya (KIB-E)
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BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 
 

Pada sub bab ini  disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran 

strategis tersebut  dilakukan  analisis  capaian  kinerja.sebagai berikut : 

 

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun  ini; 

2. Perbandingan  antara  realisasi  kinerja serta capaian kinerja tahun 

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 

3. Perbandingan  realisasi  kinerja  sampai dengan tahun ini dengan 

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan 

strategis organisasi; 

4.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah 

dilakukan; 

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

6.Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan        ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). 

 

B. Realisasi Anggaran 
 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang 

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan 

dokumen Perjanjian Kinerja. 

 

BAB IV    PENUTUP 

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, 

permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja serta 

strategi pemecahan  masalah  yang  akan  dilaksanakan  di tahun 

mendatang. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN 

PERJANJIAN KINERJA 
 
 

2.1.     Rencana Strategis 
 

2.1.1. Visi dan Misi 

 

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, terhadap apa yang ingin dicapai dalam 

kurun waktu tertentu. Visi sangat terkait dengan organisasi/lembaga ataupun 

bidang kajian. Dengan kata lain, visi merupakan ultimate goal atau keinginan 

akhir yang ingin dicapai dalam rentang waktu tertentu dari suatu 

kelembagaan/organisasi ataupun bidang kajian. Visi SKPD/OPD merupakan 

keadaan yang ingin diwujudkan SKPD/OPD pada akhir periode Renstra 

SKPD/OPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan 

visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD. 

 
Secara konseptual, penyusunan Visi SKPD/OPD sangat terkait dengan visi 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD 

2017-2022 yakni; adalah “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera 

Dan Berakhlakul Karimah”, serta terkait pula dengan visi Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan “Terwujudnya Kementerian Lingkungan 

Hidup Yang Handal Dan Proaktif, Serta Berperan Dalam Pelaksanaan 

Pembangunan Berkelanjutan, Dengan Menekankan Pada Ekonomi Hijau”. 

Dengan demikian, dalam penyusunan visi dan misi DLHK Propinsi Banten, 

tidak bisa terlepas dari kedua visi tersebut. berdasarkan arahan umum 

kerangka pembangunan provinsi banten, yang ditertuang dalam Peraturan 

Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi dinas 

lingkungan hidup dan kehutanan, serta permasalahan yang dihadapi dalam 
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pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam 5 (lima)tahun kedepan, 

maka visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten Tahun 

2017-2022 sama dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yakni; adalah “Banten Yang Maju, 

Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah”. 

 
Kualitas lingkungan hidup adalah kualitas dari lingkungan tempat makhluk 

hidup, khususnya masyarakat Provinsi Banten berada sebagai kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya, keadaan, termasuk manusia dan perilakunya yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan serta makhluk 

hidup lain.   Kelestarian hutan merupakan suatu kondisi dimana hutan yang 

ada di kawasan Provinsi Banten tetap terjaga melalui program-proram yang 

dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Hutan yang lestari 

diharapkan tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat Provinsi Banten saat 

ini, tetapi juga diharapkan akan dapat dinikmati oleh masyarakat Provinsi 

Banten yang akan datang, sedangkan pembangunan berkelanjutan merupakan 

pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dengan memanfaatkan 

sumberdaya yang ada saat ini tanpa mengurangi nilai ekonomi dan ekologi 

sumberdaya tersebut. 

 
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka disusun misi DLHK DLHK 

Propinsi Banten tahun 2017-2022. Misi merupakan rumusan umum mengenai 

upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka 

mewujudkan visi SKPD/OPD. Dengan kata lain, misi merupakan pernyataan 

tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh lembaga/organisasi dalam 

mewujudkan visinya. Misi juga memberikan arah dan batasan terhadap tujuan 

yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.  

 
Misi SKPD/OPD adalah pernyataan lembaga/organisasi tentang apa yang harus 

dilakukan dalam mewujudkan visi lembaga/organisasi dalam kurun waktu 

tertentu. Misi SKPD/OPD tidak boleh terlepas dari visinya. Dengan demikian 

misi DLHK Propinsi Banten tahun 2017-2022, yang merupakan penjabaran 
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terkait apa-apa yang harus dilakukan guna mewujudkan visi DLHK Propinsi 

Banten 2017-2022 adalah sebagai berikut : 

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) 

2. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. 

 

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan 

Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan 

lingkungan hidup dan kehutanan 5 (lima) tahun ke depan   serta dengan 

memperhatikan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang ada maka 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan strategi dan kebijakan 

yang  akan  dilaksanakan.   

Tabel 5 

 Strategi dan Kebijakan 

 

No 
 

Tujuan 
 

Sasaran 
 

Strategi 
 

Kebijakan 

1 
 

Meningkatkan 

kualitas kinerja 

perencanaan, 

pengendalian, 

evaluasi 

pembangunan, 

Data serta 

Penelitian dan 

Pengembangan 

yang sesuai 
dengan perumusan 
strategi dan arah 

kebijakan, 

program prioritas 

dan kegiatan 

secara terukur, 

jelas dan tepat 

sasaran 

Meningkatnya 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

yang Akuntabel, 

Efektif, dan 

efisien 

 

Meningkatkan 

pelayanan publik 

yang dilakukan 

Dinas Lingkungan 

Hidup dan 

Kehutanan dalam 

pelayanan kepada 

masyarakat 

 

Melakukan standarisasi 

bisnis proses pada 

Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan  

dan mendetailkannya 

pada standar 

operasional dan 

prosedur (sop) 

pelayanan , serta 

meminta respon angket 

langsung untuk menuju 

pelayanan prima 
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No 
 

Tujuan 
 

Sasaran 
 

Strategi 
 

Kebijakan 

2 Menjaga kualitas LH, 
pengendalian 

pencemaran, 
keanekaragaman 

hayati, pengendalian 
perubahan iklim, 

menjaga luasan dan 
fungsi hutan, 
menyediakan hutan 

utk sosial dan ekonomi 
masyarakat serta 

merawat 
keseimbangan 

ekosistem 

Terwujudnya 
Pembangunan 

Rendah Karbon 

1. Mewujudkan 
Pembangunan 

Berkelanjutan 
dengan 

peningkatan 
kualitas 

lingkungan 
hidup  

1. Mendorong 
Pembangunan  

Berkelanjutan melalui 
peningkatan produksi 

bersih, perlindungan 
atmosfer dan 

pengendalian 
perubahan iklim 

 
 

Meningkatnya 
Lingkungan Hidup 
yang berkualitas 

1. Meningkatkan 
kualitas SDM , 
sarana prasarana, 

mitra strategis, 
kualitas air  dan 

udara serta upaya 
adaptasi 

perubahan iklim, 
teknologi, metode 
penataan,  

pengelolaan dan 
pengendalian 

pencemaran 
lingkungan 

1. Mendorong  
Peningkatan kualitas  
air dan udara serta 

malakukan upaya 
pencegahan 

pencemaran dan 
kerusakan lingkungan 

melalui Pengelolaan 
Sampah, Limbah B3 
dan Pengendalian 

Pencemaran, Penataan 
dan Peningkatan 

Kapasitas serta 
Peningkatan Fungsi 

Laboratorium 
Lingkungan  

 
 

Meningkatnya 
Pengelolaan dan 

Konservasi Hutan 
yang Optimal 

1. Meningkatkan 
Fungsi Hutan dan 

lahan bagi 
masyarakat  

 
2. Menurunkan luas 

lahan kritis dan 
meningkatkan 
daya dukung DAS 

serta 
mengoptimalkan 

pemanfaatan hasil 
hutan melalui 

pengelolaan dan 
konservasi hutan  

1. Mendorong peningkatan 
fungsi hutan dan kawasan 

lindung melalui 
perencanaan dan 

penatagunaan hutan, 
pemanfaatan dan 

penatausahaan hasil hutan,  
pengembangan aneka 
usaha dan promosi 

kehutanan serta 
peningkatan pengelolaan 

tahura banten  
       

2. Mendorong  
Peningkatan  
rehabilitasi hutan dan 

lahan, pengelolaan 
DAS, penyuluhan dan 

pemberdayaan 
masyarakat serta 

peningkatan perbenihan 
tanaman hutan 
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Pembahasan mengenai Strategi  dan  kebijakan  tersebut  dapat dijelaskan   sebagai 

berikut : 

A. Strategi 

Sebelum menetapkan suatu kebijakan dan membuat suatu program maka 

diperlukan beberapa strategi yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam 

pelaksanaan kebijakan dan program tersebut. Untuk itu telah dipilih beberapa 

strategi yang sesuai dan relevan terhadap kebijakan dan program yang akan 

ditetapkan. Strategi ini didapat berdasarkan jumlah skor yang strategis yaitu: 

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan dalam pelayanan kepada masyarakat: 

2. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dengan peningkatan kualitas 

lingkungan hidup; 

3. Meningkatkan kualitas SDM , sarana prasarana, mitra strategis, kualitas air  

dan udara serta upaya adaptasi perubahan iklim, teknologi, metode penataan,  

pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan; 

4. Meningkatkan Fungsi Hutan dan lahan bagi masyarakat; 

5. Menurunkan luas lahan kritis dan meningkatkan daya dukung DAS serta 

mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan melalui pengelolaan dan konservasi 

hutan; 

B. Kebijakan 

Kebijakan  pokok  yang  diambil  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan 

Provinsi Banten, selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah: 

1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan  dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur 

(sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju 

pelayanan prima; 

2. Mendorong Pembangunan  Berkelanjutan melalui peningkatan produksi 

bersih, perlindungan atmosfer dan pengendalian perubahan iklim; 

3. Mendorong  Peningkatan kualitas  air dan udara serta malakukan upaya 

pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan 
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Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan 

Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan; 

4. Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui 

perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil 

hutan,  pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan 

pengelolaan tahura banten; 

5. Mendorong  Peningkatan  rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, 

penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan 

tanaman hutan; 

 

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan  

mengacu  kepada  pernyataan visi  dan  misi serta didasarkan pada isu-isu 

dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, 

kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. 

Berdasarkan tujuan  yang  akan  ditetapkan,  Dinas  Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Banten akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai 

dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan 

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor 

kondisi lingkungan  yang mempengaruhinya.  

 

Sasaran  merupakan  pernyataan  operasional dari  keinginan yanglebih   

jelas   sekaligus   menyajikan   tahap-tahap   spesifik   untuk  mencapai 

tujuan   tertentu.  Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah 

ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada 

setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan  dan 

sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi 

pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun 

urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.  

 



 

22 
 

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan dari Rencana Strategis 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 

seperti terdapat pada tabel berikut: 

Tabel 6  

                       Tujuan dan Sasaran Strategis DLHK Provinsi Banten Tahun 2017-2022 

Visi Misi Tujuan Sasaran 

1 2 3 
Menciptakan tata 

kelola 

pemerintahan 
yang baik (Good 

Governance) 

Meningkatkan kualitas kinerja 

perencanaan, pengendalian, 

evaluasi pembangunan, Data serta 

Penelitian dan Pengembangan  yang 
sesuai dengan perumusan strategi dan 

arah kebijakan, program prioritas dan 
kegiatan secara 

terukur, jelas dan tepat sasaran 

Meningkatnya pengelolaan 

akuntabilitas kinerja 

 

 

 
 

 

 

 

 

Meningkatkan 

kualitas 

pertumbuhan dan 

pemerataan 
ekonomi 

Menjaga kualitas LH, 

pengendalian pencemaran, 

keanekaragaman hayati, pengendalian 

perubahan iklim, menjaga luasan dan 

fungsi hutan, menyediakan hutan untuk 
sosial dan ekonomi masyarakat serta 

merawat keseimbangan ekosistem 

1. Meningkatnya Lingkungan 

Hidup yang berkualitas 

2. Meningkatnya Pengelolaan 

dan Konservasi Hutan yang 

Optimal 

 

 

  

Tabel 7  

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Banten 

 
No 

 
Tujuan 

 
Sasaran 

 

Indikator 
Sasaran 

Kondisi 
Awal 

Target Kinerja Sasaran pada 
Tahun 

K
e
- 

 

Akhir 
RPJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Meningkatkan 

kualitas kinerja perencanaan, 

pengendalian, evaluasi 

pembangunan, Data serta 

Penelitian dan Pengembangan 

yang sesuai dengan perumusan 

strategi dan arah kebijakan, 

program 

prioritas dan kegiatan secara 

terukur, jelas dan tepat 

sasaran 

 

 

Meningkatnya 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

yang Akuntabel, 

Efektif, dan 

efisien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Capaian 

SAKIP 

(Sistem 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah) 

DLHK Banten  
  (Satuan :   
Nilai) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

85 
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 No  

Tujuan 
 

Sasaran 

 

Indikator 
Sasaran 

Kondisi 
Awal 

Target Kinerja Sasaran pada Tahun 
Ke- 

 

Akhir 
RPJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
   2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Menjaga kualitas LH, 

pengendalian 

pencemaran, 
keanekaragaman hayati, 

pengendalian perubahan 

iklim, menjaga luasan 

dan fungsi hutan, 

menyediakan hutan utk 

sosial dan ekonomi 

masyarakat serta 

merawat keseimbangan 
ekosistem 

 
Meningkatnya 

Lingkungan 

Hidup yang 
berkualitas 

 
 

 

Meningkatnya 

Pengelolaan dan 

Konservasi 

Hutan yang 

Optimal 

 

 

Indeks 

Kualitas 

Lingkungan 

Hidup 

(IKLH) 
(Satuan : %) 

 
 

Rasio 

Cakupan 

Tutupan 

Hutan 
(Satuan :%) 

 

 
43,67 

 
 
 
 
 
 
 

30.6 

 
44,17 

 
 
 
 
 
 
 

31,21 

 
44,67 

 
 
 
 
 
 
 

31,71 

 

50,87 
 
 
 
 
 
 
 

32,21 

 

51,83 
 
 
 
 
 
 
 

32,71 

 

 

52,79 
 
 
 
 
 
 
 

33,21 

 

 

52,79 
 
 
 
 
 
 
 

33,21 

 

 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perangkat daerah khususnya Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran 

utama. Pertama, tujuan Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, 

keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi 

hutan, menyediakan hutan untuk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat 

keseimbangan ekosistem, sasarannya adalah terwujudnya lingkungan hidup yang 

berkualitas yang terlihat dari indeks kualitas lingkungan  hidup  (IKLH)  di  Provinsi  

Banten.  Pada  tahun  2022  IKLH Provinsi  Banten  ditargetkan mencapai 52,79 

point. 

 

No IKK Rumus Perhitungan Keterangan 

 

1 

 

Indeks Kualitas 

Lingkungan 

Hidup (IKLH) 

Provinsi 

 

IKLH = (0,340 x IKA)+ (0,428 x IKU)+ 

(0,133 x IKL)+ (0,099 x IKAL) 

 

 

IKU  = Indeks Kualitas 

Udara 

IKA  = Indeks Kualitas 

Air 

IKL  = Indeks Kualitas 

Lahan 

IKAL = Indeks Kualitas 

Air Laut 
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Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang 

Optimal dengan target Pada tahun 2022 atau sampai akhir RPJMD dan Renstra 

DLHK Rasio Cakupan Tutupan Hutan menjadi 33,21%. 

   

Tujuan dan sasaran yang terakhir adalah Sasaran  yang  hendak  dicapai adalah 

meningkatnya   pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup   dan   

Kehutanan   dengan   indikator   Capaian SAKIP. Dengan program dan kegiatan 

yang terdapat pada Renstra 2017-2022,  T a r g e t  Capaian SAKIP pada tahun 

2022 atau sampai akhir tahun RPJMD dan Renstra mencapai 85 point. 

 

Menjabarkan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam 

menjawab isu dan permasalahan pembangunan, serta berangkat dari Aspek 

Pembangunan Daerah 2017-2022  yang  juga  sebagaimana  tertuang  dalam  

RPJMD Tahun 2017-2022, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi dari 

upaya-upaya yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk program pembangunan 

beserta indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2017-2022. 

 

Berdasarkan  Renstra  Dinas Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Provinsi 

Banten Tahun 2017 –2022,  pada tahun 2022 DLHK Provinsi Banten 

melaksanakan 1 (satu) urusan wajib lingkungan hidup, 1 (satu) urusan pilihan 

kehutanan dan 1 (satu) urusan pemerintah fungsi penunjang, 10 (Sepuluh) 

Program, 51 ( Lima Puluh Satu) dan 160(Seratus Enam Puluh) Sub Kegiatan 

ditambah I (Satu) Sub Kegiatan Pendapatan yang akan   di   laksanakan   oleh   

Dinas   Lingkungan   Hidup   dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2022. 

 

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2022 (sesuai Permendagri 90 

Tahun 2019) adalah sebagai berikut : 

1. Program Penunjang Urusan Peemrintahan Daerah Provinsi (Sekretariat 

Dinas,UPTD dan CDLHK) 

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup 

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 
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4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

6. Program Pengelolaan Persampahan 

7. Program Pengelolaan Hutan 

8. Program Konservasi Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistem  

9. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat 

di Bidang  

10. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sunga (DAS) 

 

Tabel 8 

Program dan Capaian Target 2017 s.d 2022 
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Sedangkan pencapaian program atau target capaian program sesuai RPJMD 

2017-2022 adalah sebagai berikut: 

I. Program Penunjang Urusan Peemrintahan Daerah Provinsi (Sekretariat 

Dinas,UPTD dan CDLHK), sasarannya adalah Meningkatnya 

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien, dengan 

Capaian Indikator : 

a. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (%) , indikator program ini 

mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan 

periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ini ditargetkan nilainya 100 % dan di 

akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %. 

b. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang 

mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%), indikator program 

ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan 

periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 100 % dan di 

akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %. 

c. Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang 

mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%), 

indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan 

renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan 

nilainya 100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 

nilainya tetap stabil 100 %. 

d. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%), indikator program ini 

mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan 

periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 100 % dan di 

akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %. 

II. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan 

Hidup, Sasarannya Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas 

dengan Capaian Indikator:  
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a. Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%), 

indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan 

renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 atau sampai akhir 

Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya mencapai 19 %. 

III. Program Pengelolaan Persampahan, Sasarannya Meningkatnya Lingkungan 

Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator : 

a. Meningkatnya Indeks Kualitas Air, kondisi Awal pada Tahun 2017 

mencapai 51 point, Target tahun 2022 atau diproyeksikan kondisi  akhir 

pada tahun 2022 menjadi 53,5 point. 

IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Sasarannya 

Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator: 

a. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara, kondisi awal pada tahun 2017 

mencapai 58,8 point, Target pada tahun 2022 atau diproyeksikan kondisi  

akhir pada tahun 2022 menjadi 70,8 point. 

V. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Sasarannya 

Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator :  

a. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup ( satuan : kelompok/lembaga), indikator program ini 

mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan 

periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 78 

kelompok/lembaga dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 

nilainya meningkat mencapai 78 kelompok/lembaga. 

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Sasarannya 

Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas  dengan Capaian Indikator :  

a. Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup 

(satuan : %), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 

sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 atau 

sampai akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat 

mencapai 100%. 
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VII. Program Pengelolaan Hutan, Sasarannya Meningkatnya Pengelolaan dan 

konservasi hutan yang optimal dengan Capaian Indikator : 

a. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi diwilayah Pandeglang, Serang, 

Cilegon (Ha), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 

sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 

ditargetkan nilainya 2.500 Ha dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 

2017-2022 nilainya meningkat mencapai 7.500 Ha. 

b. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi diwilayah Lebak dan 

Tangerang(Ha), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 

2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 

2022 ditargetkan nilainya 2.500  Ha dan di akhir Renstra Perubahan 

DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 7.500 Ha. 

c. Tersedianya benih unggul yang bersetifikat bagi masyarakat (satuan: 

batang), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai 

dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 

ditargetkan nilainya 180.000 Batang dan di akhir Renstra Perubahan 

DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 540.000 Batang. 

d. Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat (Satuan: %), indikator 

program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra 

perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 10 % 

dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat 

mencapai 30%. 

VIII. Program Konservasi Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dengan 

Sasarannya Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal 

dengan Capaian Indikator : 

a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan 

Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (klpk), indikator program ini 

mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan 

periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 3 Kelompok 

dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat 

mencapai 9 Kelompok. 
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b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan 

Wilayah Lebak dan Tangerang  (klpk), indikator program ini mulai 

dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 

2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 3 Kelompok dan di 

akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 

9 Kelompok. 

c. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA   (satuan :  %), indikator program 

ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan 

periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 12,5 % dan di 

akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 

37,5 %. 

IX. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Bidang Kehutanan, dengan Sasarannya Meningkatnya 

Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal dengan Capaian Indikator : 

a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam  Perlindungan, Pengelolaan 

dan Konservasi Hutan (klpk), indikator program ini mulai dilaksanakan 

pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada 

tahun 2022 ditargetkan nilainya 10 Kelompok dan di akhir Renstra 

Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 30 Kelompok. 

X. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sunga (DAS), Sasarannya Meningkatnya 

Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal  dengan Capaian Indikator :  

a. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)(%), 

indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan 

renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan 

nilainya 20 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya 

meningkat mencapai 60%. 

 

Kegiatan –  kegiatan yang  mendukung tercapaiannya program tersebut diatas 

adalah sebagai berikut : 

I. Program Penunjang Urusan Peemrintahan Daerah Provinsi (Sekretariat 

Dinas,UPTD dan CDLHK) 
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1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

9. Administrasi Umum Perangkat Daerah  CDLHK LT 

10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah CDLHK LT 

11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

CDLHK LT 

12. Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK PSC 

13. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah CDLHK PSC 

14. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CDLHK PSC 

15. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

CDLHK PSC 

16. Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Lab. Lingkungan 

17. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD Lab. 

Lingkungan 

18. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Lab. Lingkungan 

19. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD 

Lab. Lingkungan 

20. Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD SPTH 

21. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH 

22. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD SPTH 

23. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPTD 

SPTH 

24. Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD Pengelolaan TAHURA 

25. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD 

Pengelolaan TAHURA 

26. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Pengelolaan 

TAHURA 
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27. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD 

Pengelolaan TAHURA 

II. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup 

1. Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup  

2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  

3. Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup  

4. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup UPTD Lab. Lingk.  

5. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. 

Lingk  

III.  Program Pengelolaan Persampahan 

1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 

IV.  Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 

V.  Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 

VI.  Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

1. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Provinsi 

VII.  Program Pengelolaan Hutan 

1. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 

2. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

3. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000m3/tahun 

4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK PSC 

5. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK LT 

6. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD SPTH 

7. Perbenihan Tanaman Hutan 

VIII.  Program Konservasi Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistem 

1. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 
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2. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak 

Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In 

Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK LT 

3. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK LT 

4. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak 

Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In 

Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK PSC 

5. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK PSC 

IX. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Bidang 

1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di 

BidangKehutanan 

X. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sunga (DAS) 

1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 

2. Pengelolaan Tahura  

 

2.2.  Perjanjian Kinerja 

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok 

ukur pengukuran capaian kinerja. Penetapan indikator  kinerja  merupakan  proses 

pengidentifikasian, pengembangan, dan  penyeleksian indikator kinerja yang akan 

digunakan untuk mengukur efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan 

digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam 

tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan 

berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa 

kinerja dari oganisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam 
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rangka encapai tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan. Dengan  demikian, 

tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau 

kegagalan kebijakan-program-kegiatan pada instansi/unit kerja pelaksananya. 

Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia 

akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan dating. 

 

Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: 

a. Memperjelas   tentang   apa,   berapa,   dan   bilamana   suatu kegiatan 

dilaksanakan. Kegiatan pada umumnya berjangka waktu tidak lebih lama dari 

satu tahun. Kejelasan apa yang akan dilakukan dalam aktivitas keseharian 

organisasi dalam pencapaian visi dan misi organisasi akan terwakili melalui 

pendefinisian indikator kinerja mengingat kinerja adalah ukuran tentang 

tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan 

program dan kebijakan yang ditetapkan. 

b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk 

menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan, program, 

kegiatan, dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah 

yang melaksanakannya. Karena indikator kinerja memberikan ramburambu 

bagi  organisasi  untuk  melaksanakan kegiatannya, maka setiap pihak perlu 

mendapatkan kesepahaman tentang tahapan dan kriteria yang dibangun dalam 

menjalankan aktivitasnya 

c. Membangun dasar  bagi  pengukuran, analisis, dan  evaluasi kinerja 

organisasi/unit kerja. Indikator akan menjadi patokan bagi organisasi dalam 

menjalankan tugasnya. 

 

Dalam penetapan indikator kinerja, maka indikator kinerja yang ditetapkan 

hendaknya: 

a. Spesifik dan jelas, sehingga tidak ada kemungkinan salah interpretasi. 

b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. 

c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

d. Tidak bias atau tidak bermakna ganda (tidak ada penafsiran lain). 
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Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menyusun penetapan 

kinerja tahun 2022 berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja di 

lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Target 

capaian kinerja tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

Banten dapat dilihat tabel dibawah ini :  

Tabel 9 

Target Kinerja Esselon II DLHK Provinsi Banten  Tahun 2022 

SASARAN INDIKATOR SASARAN Target 

Thn  

(2022) 
Meningkatnya Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, 

dan efisien 

Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah) DLHK 

Banten  
(Satuan : Nilai) 

85 

Meningkatnya Lingkungan Hidup yang 

berkualitas 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

(IKLH) 
(Satuan : %) 

52,79 

Meningkatnya Pengelolaan dan 

Konservasi Hutan yang Optimal 

Rasio Cakupan Tutupan Hutan 
(Satuan : %) 

 
33,21 

              

               Tabel 10 

                          Target Kinerja Esselon III DLHK Provinsi Banten  Tahun 2022 

 

NO INDIKATOR PROGRAM SATUAN Target 

1 2 3 4 

I 
 Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    

  

1 
Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah  % 100 

2 
Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya 
Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD % 100 

3 

Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan 
yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan 
fungsi SKPD 

% 100 

4 
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah % 100 

II 
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

  
  

1 Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan % 19 

III 
 
Program Pengelolaan Persampahan 

  
  

1 Indeks Kualitas Air (nilai) Nilai 53,5 

IV Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)     

1 
Indeks Kualitas Udara  (nilai) Nilai 

70,8 

V 
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk 
Masyarakat  
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1 

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup Kelompok/Lembaga 78 

VI 
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin 
Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PPLH) 

    

1 
Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan 
lingkungan hidup  

% 
100 

VII Program Pengelolaan Hutan     

1 
Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Pandeglang, 
Serang dan Cilegon ha       2.500  

2 
Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Lebak dan 
Tangerang ha 2.500 

3 
Tersedianya benih unggul yang bersetifikat bagi masyarakat 
/Distribusi Bibit /Stok Bibit btg     180.000  

4 Peningkatan pemanfaatan hutan bagi masyarakat  % 10 

VIII 
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya 

  
  

1 Peningkatan fungsi UPTD TAHURA    % 12,5 

2 
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil 
hutan Wilayah  Pandeglang, Serang dan Cilegon 

Klpk 
3 

3 
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil 
hutan Wilayah Lebak danTangerang 

Klpk 
3 

IX 
Program Pendidikan dan Pelatihan, dan Pemberdayaan 
Masyarakat Di Bidang Kehutanan 

  
  

1 
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, 
pengelolaan dan konservasi hutan Klpk 10 

X Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)     

1 
 
Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS) % 20 

 

Perjanjian Kinerja (PK) menurut Permen PAN Nomor 53 Tahun 2014 adalah 

lembaran/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih 

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ 

kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Terdapat perubahan target dari Sub  

Kegiatan  dan  Perubahan  Nilai  pada  pagu  mengakibatkan  adanya  penyusunan 

Perjanjian  Kinerja  menjadi 2  tahap,  yaitu  Perjanjian  Kinerja  Murni  dan  

Perjanjian  Kinerja  Perubahan. Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan telah 

melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Secara Simbolis antara kepala 

dinas dengan esselon III, antara esselon III dengan esselon IV. 

Gambar 2 

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

DLHK Provinsi Banten 
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Tabel 11 

Target Kinerja Esselon IV 

DLHK Provinsi Banten  Tahun 2022 

 

 

1 3 4

85

100%

100%

100%

100%

1.
35.519.044.000    

1.
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 Laporan

10 Laporan

34.752.000.000    

2.
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Bulan 704.044.000         

3.
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 7.000.000             

4.
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 9.000.000             

5.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Dokumen 20.000.000           

6.
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1 Dokumen 7.000.000             

7.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1 Dokumen 10.000.000           

8.
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 10.000.000           

2.
298.580.000         

1.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 61.380.000           

2.
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 8.500.000             

3.
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 8.500.000             

4.
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Dokumen 4.000.000             

5.
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 4.000.000             

6.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 dokumen 124.400.000         

7.
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Dokumen 87.800.000           

3.
30.000.000           

1.
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Jenis 30.000.000           

4.
387.920.000         

1.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artribut Kelengkapannya 1 Paket 200.000.000         

2
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 67 Pegawai 187.920.000         

5.
305.759.910         

1
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19 Jenis 20.850.000           

2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46 Jenis 143.299.910         

3
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan 46.700.000           

4
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45 Rim 25.020.000           

5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3855 Eksemplar 16.680.000           

6
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67 Kali 49.040.000           

7
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Jenis 4.170.000             

4. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan 

fungsi administrasi perangkat daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

2

Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah) OPD (Satuan : Nilai)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

1. Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan evaluasi dan 

pelaporan perangkat daerah

2 :Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapapain kinerja program 

yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

3. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang 

mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

No. Kegiatan Target Kinerja

 Pagu 

Anggaran 

(Rp.) 
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6.
101.547.290         

1
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13 Unit 101.547.290         

7.
7.454.377.000      

1.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 494.280.000         

2.
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan 6.960.097.000      

8.
1.220.569.080      

1.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 37 Unit 353.386.100         

2.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

10 Unit 215.431.400         

3.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 203.000.000         

4.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

90 Unit

13 Jenis

448.751.580         

9
60.882.000           

1.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25 Buah 2.502.000             

2.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29 Jenis 12.510.000           

3.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8 Bulan 16.680.000           

4.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5 Jenis 8.340.000             

5.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1042 Eksemplar 4.170.000             

6.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37 Kali 16.680.000           

10.
16.680.000           

1.
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Unit 16.680.000           

11.
173.440.000         

1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 40.000.000           

2
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 Unit

12 Bulan

133.440.000         

12.
55.878.000           

1.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

24 Unit 42.534.000           

2.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21 Unit 13.344.000           

13.
122.523.000         

1.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26 Jenis 57.523.000           

2.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan 20.000.000           

3.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30200 Lembar 10.000.000           

4.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1250 Eksemplar 5.000.000             

5.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39 Kali 30.000.000           

14.
45.000.000           

1.
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6 unit 45.000.000           

15.
149.639.120         

1.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12  bulan 39.639.120           

2.
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Unit 110.000.000         

16.
63.000.000           

1.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

8 Unit 55.000.000           

2.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12 bulan 8.000.000             

17.
188.908.000         

1.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 177 Buah 2.502.000             

2.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Jenis 8.340.000             

3.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4 bulan 160.386.000         

4.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3406 Lembar 1.000.000             

5.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18 Kali 16.680.000           

Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD LAB

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK PSC

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah CDLHK LT

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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18.
8.000.000             

1.
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Unit 8.000.000             

19. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
370.200.000         

1.
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 bulan 370.200.000         

19.
556.210.000         

1.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas

10 Unit 184.950.000         

2. 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 72 Unit 371.260.000         

20.
54.079.500           

1.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 34 Buah 2.180.000             

2.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Jenis 13.172.000           

3.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan 17.273.000           

4.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4 Jenis 5.004.500             

5.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 360 Eksemplar 2.700.000             

6.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21 Kali 13.750.000           

21.
7.814.000             

1
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8 Unit 7.814.000             

22.
96.660.500           

1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 laporan 64.740.500           

2
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 laporan 31.920.000           

23.
57.570.000           

1.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

9 Unit 44.560.000           

2.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19 unit 13.010.000           

24.
112.365.000         

1.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan 3.000.000             

2.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 24.160.000           

3.
Penyediaan Bahan Logistik 12 Bulan 52.140.000           

4.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Dokumen 11.255.000           

5.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 12 Dokumen 1.400.000             

6.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan 20.410.000           

25.
1.212.500             

1.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8 Unit 1.212.500             

26.
36.000.000           

1.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 36.000.000           

27.
367.935.000         

1.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

20 Unit 58.985.000           

2.
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17 Unit 308.950.000         

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD TAHURA 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD SPTH

 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
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52,79

19%

28.
874.638.000         

1.
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

4 Dokumen 349.930.000         

2.
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi 

Perubahan iklim

2 Dokumen

18 Titik

524.708.000         

29.
10.620.000           

1.
Pengisolasian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup 1 dokumen 9.310.000             

2.
Penghentian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup 1 dokumen 1.310.000             

30.
25.020.000           

1.
Koordinas dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 1 dokumen 12.510.000           

2.
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar 1 dokumen 12.510.000           

31.
105.100.000         

1.
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Sampel Internal 104 Sampel

10 Pelaku Usaha

105.100.000         

32.
125.100.000         

1.
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada 

Masyarakat

65 Parameter 125.100.000         

100%

33.
556.730.000         

1.
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 15 Rekomendasi 444.930.000         

2.
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 1 Dokumen 8.250.000             

3.
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi

120 Usaha/ Kegiatan 77.680.000           

4.
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana 

PPLH

1 Dokumen 25.870.000           

53,5 (nilai)

34.
5.547.949.900      

1.
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional 1 Dokumen 16.680.000           

2.
Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 3 Dokumen 5.531.269.900      

78 klpk/lembaga

35.
276.800.000         

1.
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

25 Lembaga 276.800.000         

70,8 Nilai 

36.
25.020.000           

1.
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 1 Dokumen 12.510.000           

2.
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan 

KeanekaragamanHayati

1 Dokumen 12.510.000           

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan : %)

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN 

HIDUP

Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (%)

Indeks Kualitas Air Laut

Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup UPTD Lab. Lingk.

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup UPTD Lab. Lingk

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup 

Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Provinsi

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Indeks Kualitas Air (IKA)

Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Indek Kualitas Udara (IKU)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
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37.
395.610.000         

1.
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 3 Dokumen 179.301.000         

2.
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung 2 dokumen 131.479.000         

3.
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan 

diKawasan Hutan Produksi

1 dokumen 22.160.000           

4.
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan 

diKawasan Hutan Lindung

1 dokumen 19.770.000           

5.
Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi 1 dokumen 22.160.000           

6.
Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung 1 dokumen 20.740.000           

38.
643.480.000         

1.
Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati 2 Komoditas 210.000.000         

2.
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan 

Kayu (IUIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik

10 Rekomendasi 10.000.000           

3.
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 4 Komoditas 413.480.000         

4.
Pengawasan Perijinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu 1 dokumen 10.000.000           

39.
274.890.000         

1.
Rencana Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun 1 dokumen 50.040.000           

2.
Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000 

m3/tahun

10 FMU 178.580.000         

3.
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) 

dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

10 Rekomendasi 46.270.000           

40.
825.008.000         

1.
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRHL) 2 dokumen 20.850.000           

2.
Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 25 Hektar 573.792.000         

3.
PemBangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 600 batang 41.700.000           

4.
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan 46 Unit 125.100.000         

5.
Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2 Unit 42.716.000           

6.
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 2 Dokumen 20.850.000           

41.
1.066.952.200      

1.
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 2 Dokumen 850.000                

2.
Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 225 Hektar 625.500.000         

3.
Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 3750 Batang 83.400.000           

4.
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan 2461 Unit 227.932.200         

5.
Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 7 Unit 108.420.000         

6.
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 2 Dokumen 20.850.000           

42.
600.200.000         

1.
Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 180000 Batang 600.200.000         

43.
135.000.000         

1.
Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 1 Dokumen 19.333.000           

2.
Sertifikasi Sumber Benih 1 Dokumen 25.000.000           

3.
Sertifikasi Mutu Benih 1 Dokumen 40.708.000           

4.
Sertifikasi Mutu Bibit 1 Dokumen 24.959.000           

5.
Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 1 Dokumen 25.000.000           

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK PSC

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara CDLHK LT

Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPTD SPTH

Perbenihan Tanaman Hutan

Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6000m3/tahun
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20%

45.
534.840.000         

1.
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 1 dokumen 106.560.000         

2.
Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 3000 Batang 178.400.000         

3.
Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS 1150 Batang 75.140.000           

4.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 2400 Batang 160.600.000         

5.
Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS 1 Dokumen 4.400.000             

6.
Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS 1 Dokumen 9.740.000             

3 klpk

3 klpk

46.
379.188.000         

1.
Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst 1 dokumen 47.918.000           

2.
Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah 1 dokumen 30.633.500           

3.
Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan 

Daerah Provinsi 

4557 Batang 300.636.500         

47.
25.020.000           

1.
Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi 

dan/atauTidak Masuk dalam Lampiran CITES

2 Dokumen 25.020.000           

48.
27.040.000           

1.
Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst 2 Dokumen 12.510.000           

2.
Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 2 Dokumen 12.510.000           

3.
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem 

Penting Kewenangan Daerah Provinsi

1 Dokumen 2.020.000             

49.
6.000.000             

1.
Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi 

dan/atauTidak Masuk dalam Lampiran CITES

2 Dokumen 6.000.000             

50.
29.020.000           

1.
Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst 2 Dokumen 12.510.000           

2.
Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 2 Dokumen 12.510.000           

3.
 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai 

EkosistemPenting Kewenangan Daerah Provinsi 

2 Dokumen 4.000.000             

51.
647.170.000         

1.
Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA 2 Dokumen 33.360.000           

2.
Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 12 Kali 242.440.000         

3.
Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat 1 Desa 11.250.000           

4.
Pengawetan Koridor Hidupan Liar 2 Dokumen 11.250.000           

5.
Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA 

Provinsi

12,5 Ha 33.360.000           

6.
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi 3 Desa 110.720.000         

7.
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tahura Provinsi 2 Dokumen 43.758.000           

8.
Kerjasama penyelenggaraan Tahura Provinsi 2 Dokumen 3.360.000             

9.
Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura Provinsi 800 Batang 50.040.000           

10.
Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA 2 Dokumen 49.986.000           

11.
Perencanaan Pengelolaan Tahura 2 Dokumen 57.646.000           

60.979.290.000    

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk 

dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered 

Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam CDLHK PSC

Pengelolaan Tahura Provinsi

Jumlah

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah  Lebak 

dan Tangerang 

2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan Wilayah  

Pandeglang, Serang,  Cilegon.

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk 

dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered 

Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi CDLHK LT

Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka 

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 

PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)

Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam 

DaerahKabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

PROGRAM  KONSERVASI  SUMBER  DAYA  ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
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 BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab perorangan, badan hukum 

atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam 

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima 

pelaporan akuntabilitas.  

 
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang 

ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  

 

Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang 

sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, 

keluaran, hasil, manfaat dan dampak.  

 

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2022, terdapat 2 (Dua) aspek yang 

dibahas yaitu: Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran. 

 

3.1. Capaian Kinerja  

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 

2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator 

sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Tahun 2022 dengan realisasinya tahun berjalan. 

 
Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, maka 

perlu dibangun/dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi 

kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas 

prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja 

yang dibangun dapat mengintegrasikan data  yang  dibutuhkan  dan  unit-unit  yang  

bertanggung  jawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang 

ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan 

secara regular (mingguan, bulanan, triwulanan, dan seterusnya) atas data kinerja. 
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Menurut pedoman penyusunan pelaporan kinerja instansi pemerintah, pengumpulan 

data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator 

masukan, keluaran,   dan   hasil,   dilakukan   pada   setiap   tahun   untuk mengukur 

kehematan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan 

pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada 

akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian 

tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan  biaya  dan  tingkat  

kesulitan  yang  cukup  tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak.  

 

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah dapat 

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Renstra 2017 -2022 . Adapun target Capaian Kinerja sasaran Tahun 

2022 berdasarkan dokumen Renstra yang diampu sebagai Indikator Kinerja Utama 

(IKU) Eselon II maupun Indikator Kinerja Program Eselon III, diuraikan pada tabel 

berikut : 

Tabel 12 

Target Kinerja dan Indikator Sasaran DLHK Provinsi Banten  Tahun 2022 
 

No Sasaran Indikator 
Kinerja Sasaran 

Target 
Th 2022 

Realisasi 
Th 2022 

Pencapaian 
Th 2022 

1 Meningkatnya 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang 
Akuntabel, Efektif, 
dan efisien 

Capaian SAKIP 
(Sistem 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah) Dinas 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Prov 
Banten 
(Satuan : Nilai) 

85,00 
(A) 

- * - * 

2 Meningkatnya 
Lingkungan Hidup 
yang berkualitas 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 
(IKLH) (satuan : 
nilai) 

52,79 63,52 120,33% 

3 Meningkatnya 
Pengelolaan dan 
Konservasi Hutan 
yang Optimal 

Rasio Cakupan 
Tutupan Hutan 
(Satuan : %) 

33,21 48,04 144,66% 
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Tabel 13 

           Target Indikator Kinerja Program (Eselon III) DLHK Provinsi Banten Tahun 2022 

NO INDIKATOR PROGRAM SATUAN Target 

1 2 3 4 

I  Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      

1 
Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah  % 100 

2 
Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya 
Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD % 100 

3 

Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan 
yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan 
fungsi SKPD 

% 100 

4 
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah % 100 

II 
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

  
  

1 Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan % 19 

III 
 
Program Pengelolaan Persampahan 

  
  

1 Indeks Kualitas Air (nilai) Nilai 53,5 

IV Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)     

1 
Indeks Kualitas Udara  (nilai) Nilai 

70,8 

V 
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk 
Masyarakat  

  
  

1 

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup Kelompok/Lembaga 78 

VI 
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin 
Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PPLH) 

    

1 
Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan 
lingkungan hidup  

% 
100 

VII Program Pengelolaan Hutan     

1 
Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Pandeglang, 
Serang dan Cilegon ha       2.500  

2 
Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah Lebak dan 
Tangerang ha 2.500 

3 
Tersedianya benih unggul yang bersetifikat bagi masyarakat 
/Distribusi Bibit /Stok Bibit btg     180.000  

4 Peningkatan pemanfaatan hutan bagi masyarakat  % 10 

VIII 
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya 

  
  

1 Peningkatan fungsi UPTD TAHURA    % 12,5 

2 
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil 
hutan Wilayah  Pandeglang, Serang dan Cilegon 

Klpk 
3 

3 
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hasil 
hutan Wilayah Lebak danTangerang 

Klpk 
3 

IX 
Program Pendidikan dan Pelatihan, dan Pemberdayaan 
Masyarakat Di Bidang Kehutanan 

  
  

1 
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan, 
pengelolaan dan konservasi hutan Klpk 10 

X Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)     

1 
 
Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS) % 20 
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Pengukuran atas capaian kinerja Dinas  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi 

Banten  Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan   antara   target   (rencana)   

dengan   realisasi indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian 

sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. 

 
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Provinsi Banten Tahun 2022 dilakukan dengan cara : 

 

1.  Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 

 
 

Tabel 14 

 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  

DLHK Provinsi Banten Tahun 2022 

No INDIKATOR PROGRAM SATUAN 
2022 Capaian 

(%) Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

1 
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

Nilai 85 0 0 

2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai 52,79 63,52 120,33 

3 Rasio Cakupan Tutupan Hutan % 33,21 48,04 144,66 

 

 

Secara Keseluruhan capaian sasaran indikator sampai dengan akhir tahun 2022 telah 

melampaui target, diuraikan sebagai berikut: 

 

Capaian Sasaran pertama : Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang 

Akuntabel, Efektif, dan efisien dengan indikator kinerja Capaian SAKIP (Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai target tahun 2022  sebesar 85, untuk 

realisasi dan capaian Tahun 2022 masih dalam proses penilaian Tim Inspektorat 

Daerah Provinsi Banten. Adapun hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas pada tahun 

2021 dengan target kinerja SAKIP 85 realisasinya sebesar 81,60 (96%) pencapaian 

tersebut dikarenakan terjadi recofusing anggaran Tahun 2021 pada beberapa program 
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dan kegiatan (untuk penanganan covid 19) sehingga capaian kinerjanya hanya 

mencapai 96%.  

 

Capaian sasaran kedua : Meningkatkan lingkungan hidup yang berkualitas dengan 

indikator kinerja sasarannya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 

2022 telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar  52,79, dengan realiasi capaian 

sebesar 63,52, terdapat peningkatan IKLH sebesar ± 1,92 point dibandingkan dengan 

IKLH tahun 2021 yang mencapai 61,60 point. Berdasarkan Analisa terhadap dokumen 

LKjIP hal tersebut disebabkan adanya peningkatan Indeks Kualitas air pada tahun 2022 

dengan nilai sebesar 55,90 dibanding tahun 2021 sebesar 51,11 dan peningkatan Indeks 

Kualitas lahan sebesar 39,06 dibanding tahun 2021 sebesar 29, 25 serta dipengaruhi 

juga oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) selain IKA, 

IKU dan IKTL dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sejak tahun 

2020. Serta adanya dukungan dari kegiatan-kegiatan yang berdampak terhadap 

pengendalian pencemaran seperti pengelolaan sampah, program kampung iklim, 

pemantauan dan pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiatan, penegakan hokum dan 

Dukungan kebijakan program/kegiatan dari Pemerintah Provinsi Banten dan Legislatif. 

 
Dengan perhitungan IKLH Tahun 2022 : 

No IKK Rumus Perhitungan Capaian 

Kinerja 

Keterangan 

  

1 

  

Indeks Kualitas 

Lingkungan 

Hidup (IKLH) 

Provinsi 

  

IKLH = (0,340 x IKA)+ (0,428 x IKU)+ (0,133 x 

IKL)+ (0,099 x IKAL) 

IKLH = (0,340 x 55,9)+ (0,428 x 73,89)+ (0,133 x 

39,06)+ (0,099 x 77,76) 

IKLH= 19,006 + 31,625 + 5,195 + 7,698 

IKLH = 63,52 

  

  

63,52 

(Sedang) 

  

IKU = Indeks Kualitas 

Udara 

IKA = Indeks Kualitas Air 

IKL = Indeks Kualitas 

Lahan 

IKAL = Indeks Kualitas 

Air Laut 
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Capaian sasaran ketiga : Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang 

Optimal dengan indikator keinerja sasaran Rasio Cakupan Tutupan Hutan.  Pada 

tahun 2022 Rasio Tutupan Hutan adalah 48,04 %.  

Dengan rincian perhitungan : 

RUMUS: 

%100
Pr

..
x

ovinsiLuas

rakyathtLuasnegarahtLuas 
 

 

Ratio Cakupan Tutupan Hutan :  

((195.274,87 + 268.964,45)/966.292) X 100% = 48,04% 

 

 

Indikatornya  Rasio Cakupan Tutupan Hutan, pada tahun 2022 targetnya sebesar 

33,21% realisasi sebesar 48,04%, hal tersebut didukung oleh keberhasilan pencapaian 

target Rehabilitasi Hutan dan lahan dari target 5.000 Ha per tahun telah teralisasi seluas 

5.155,15 Ha melalui pelaksanan penanaman baik dari APBD Provinsi Banten, APBN, 

Swasta (CSR) dan Swadaya masyarakat serta tetap terjaganya luas kawasan hutan di 

provinsi banten seluas 195.274, 87 Ha serta hasil capaian pelaksanaan penanaman 

tahun 2021 seluas 5.165,64 Ha dari target 5.000 Ha. 
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Capaian Pelaksanaan Kinerja Program yang mendukung capaian kinerja sasaran, 

sebagai berikut: 

 
Urusan   wajib   bukan   bukan   pelayanan   dasar   bidang   lingkungan   hidup 

dilaksanakan melalui 6 (enam) program yaitu : 

 
(1) Program  Penunjang  Urusan  Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  yang 

dilaksanakan melalui 27 kegiatan dan 81 sub kegiatan 

 
(2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 

 
Hidup, yang dilaksanakan melalui 5 kegiatan dan 8 sub kegiatan 

 

(3) Program   Pengelolaan   Keaneka   ragaman   Hayati   (KEHATI),   yang 

dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan 

 
(4) Program Pembinaan dan Pengawasan Thd Izin PPLH, yang dilaksanakan 

melalui 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan 

 
(5) Program  Penghargaan  Lingkungan  Hidup  Untuk  Masyarakat,  yang 

dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan 

 
(6) Program Pengelolaan Sampah, yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 

 
2 sub kegiatan 

 
 

Urusan pilihan bidang kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
 

Provinsi Banten dilaksanakan melalui 4 (empat) program, yaitu : 
 
 

(1)  Program Pengelolaan Hutan, yang dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 
 

31 sub kegiatan. 
 

(2)  Program  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya, 
 

yang dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 22 sub kegiatan. 
 

(3)  Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Bidang Kehutanan, yang dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 3 

sub kegiatan. 

(4)   Program  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS),  yang  dilaksanakan 

melalui 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan. 

 
Adapun Target, Realisasi serta capaian Indikator Kinerja Program pada Dinas 
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Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2022 ini adalah seperti pada 

tabel 15  dan uraian berikut ini : 

Tabel 15 

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Program  

DLHK Provinsi Banten Tahun 2022 

NO INDIKATOR PROGRAM SATUAN 
2022 

Capaian (%) 
Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

I 
 Program  Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah  

  
      

1 

Capaian kesesuaian dengan Parameter 

penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan perangkat daerah  

% 100 100 100,00 

2 

Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas 

sumberdaya Aparatur yang mendukung 

kelancaran tugas dan fungsi SKPD 

% 100 100 100,00 

3 

Persentase terwujudnya akuntabilitas penata 

usaha keuangan yang mendukung yang 

mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 

% 100 100 100,00 

4 

Persentase Sarana Prasarana Perkantoran 

yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi 

administrasi perangkat daerah 

% 100 100 100,00 

II 

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

  

      

1 
Persentase peningkatan pelayanan 

Laboratorium Lingkungan 

% 19 19 100,00 

III Program Pengelolaan Persampahan         

1 Indeks Kualitas Air (nilai) Nilai 53,5 55,9 104,49 

IV 
Program Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati (Kehati) 

  
      

1 Indeks Kualitas Udara  (nilai) Nilai 70,8 73,89 104,36 

V 
Program Penghargaan Lingkungan Hidup 

Untuk Masyarakat  

  
      

1 

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
Kelompok/ 

Lembaga 

 

78 

 

78 

 

100,00 

VI 

Program Pembinaan dan Pengawasan 

Terhadap Izin Lingkungan dan Izin 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PPLH) 

        



51 

 

 

 

1 
Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap 

peraturan lingkungan hidup  

 

% 

 

100 

 

77 

 

77,00 

VII Program Pengelolaan Hutan       
 

1 
Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah 

Pandeglang, Serang dan Cilegon 
ha 

         2.500     2.548,24  104,28 

2 
Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi Wilayah 

Lebak dan Tangerang 
ha 

2.500 2.606,91 104,28 

3 
Tersedianya benih unggul yang bersetifikat bagi 

masyarakat /Distribusi Bibit /Stok Bibit 
btg 

     180.000      184.081  102,27 

4 
Peningkatan pemanfaatan hutan bagi 

masyarakat 

  

% 

10 28,03 280,30 

VIII 
Program Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya 

  
      

1 Peningkatan fungsi UPTD TAHURA    % 12,5 12,5 100,00 

2 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pemanfaatan hasil hutan Wilayah  Pandeglang, 

Serang dan Cilegon 

 

Klpk 

 

3 

 

3 

 

100,00 

3 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pemanfaatan hasil hutan Wilayah Lebak 

danTangerang 

 

Klpk 

 

3 

 

3 

 

100,00 

IX 

Program Pendidikan dan Pelatihan, dan 

Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang 

Kehutanan 

  

      

1 

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam 

perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan Klpk 

 

10 

 

15 

 

150,00 

X 
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

(DAS) 

  
      

1 
Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS 

(Kawasan/DAS) 
% 

 

20 

 

36,84 

 

184,20 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian Indikator Kinerja 

Program (eselon III) pada Tahun 2022 telah melampaui target yang telah ditetapkan, dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

Program pertama Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Sasaran 

Program Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan 

efisien Program ini adalah program baru yang baru dilaksanakan pada tahun 2020, 
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dengan target 100 % dan capaian mencapai 100 % . Pada program ini terdapat 4 (empat) 

indikator kinerja dengan capaian dari tahun 2021 sampai dengan 2022 nilainya tetap 100 

%. Program Tata Kelola Pemerintahan ini terdapat empat indikator diantaranya :  

a. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi 

dan pelaporan perangkat daerah (%) , indikator program ini mulai 

dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-

2022. Pada tahun 2022 ini ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra 

Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %. 

b. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang 

mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%), indikator program ini 

mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 

2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra 

Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %. 

c. Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang 

mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%), 

indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan 

renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 

100 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 

100 %. 

d. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas 

dan fungsi administrasi perangkat daerah (%), indikator program ini mulai 

dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-

2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 100 % dan di akhir Renstra 

Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya tetap stabil 100 %. 

Tabel 16 

Indikator Kinerja Program Tata Kelola Pemerintahan 

 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2022 
 

NO INDIKATOR PROGRAM SATUAN 
2022 Capaian 

(%) Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

I  Program  Tata Kelola Pemerintahan         

1 
Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok 
perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah  % 

100 100 
100 
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2 
Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas 
sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi SKPD 

% 
100 100 

100 

3 
Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha 
keuangan yang mendukung yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 

% 
100 100 

100 

4 
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang 
mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi 
perangkat daerah 

% 

100 100 

100 

 

Program kedua Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup dengan 

sasaran program Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan 1(satu) capaian 

indikator, diantaranya :  

Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan. Program ini adalah program 

baru yang baru dilaksanakan pada tahun 2020, target 17,6 % dan capaian mencapai 17,6 %. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No 19 Tahun 2018 Tentang  Pembetukan Oranisasi  

dan Tata Kerja  UPTD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dalam melaksanakan 

tugasnya UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten mempunyai fungsi : 

 Pengujian dan analisis serta metode analisis laboratorium untuk seluruh komponen 

lingkungan (Pelayanan Pengujian) 

 Pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan 

sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku  

 Pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan (Pelayanan Pengujian) 

 Pelaksanaan kegiatan  antar laboratorium lingkungan (Pembinaan mutu 

Laboratorium) 

 Pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan  (Akreditasi 

Laboratorium  dan Uji Profisiensi) 

 Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium  

Dalam melaksanakan fungsi diatas maka laboratorium lingkungan wajib meningkatkan 

fungsinya dengan rencana kerja Tahun 2017 s/d 2022 : 

1. Untuk menghasilkan data kualitas lingkungan yang valid maka laboratorium lingkungan 

perlu meningkatkan kompetensinya dengan cara mendapatkan pengakuan dari lembaga 

akreditasi yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau mendapatkan status / sertifikasi 

akreditasi pengujian dan laboratorium lingkungan dan selalu melaksanakan pembinaan 

mutu laboratorium lingkungan untuk terus menambah parameter lingkup akreditasi 

sehingga  Terlaksananya  Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan melalui 

:  



54 

 

 

 

a. Parameter Lingkup Akreditasi 

b. Pembinaan Mutu Laboratorium lingkungan 

2. Jika Laboratorium telah mendapat sertifikasi akreditasi maka fungsi laboratorium 

lingkungan untuk melaksanakan pelayanan pengambilan sampel, pelayanan pengujian 

dan analisis parameter lingkungan baik sampel yang dibutuhkan oleh internal  yaitu 

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada kegiatan pemantauan lingkungan: 

air sungai, situ, air sumur,   udara ambient dan kebisingan atau dalam rangka 

pengawasan sumber pencemaran baik instansional maupun non instansional (inspeksi 

industri). Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan Dalam penanganan kasus, AMDAL, 

UKL/UPL, Bidang Penegakkan Hukum Lingkungan  Dalam rangka penanganan kasus 

industri, uji petik emisi kendaraan) 

Ataupun Kelompok Ekternal (Industri; Pengelola Gedung Perkantoran; Pengelola 

Apartement;Rumah Saakit dan Laboratorium Klinis;Hotel dan Restoran;Masyarakat dan 

Instansi Terkait dll) sehingga Terlaksananya pelayanan pengujian parameter kualitas 

lingkungan  melalui : 

a. Pengujian dan analisis Sampel Uji Internal 

b. Pelayanan  Pengujian dan Analisa Paremeter Kualitas Lingkungan Eksternal 

3. Untuk mencapai terwujudnya peningkatan fungsi laboratorium lingkungan maka UPTD 

laboratorium lingngkungan  harus melaksanakan peningkatan kompetensi laboratorium 

lingkungan dan pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan  dengan didukung 

pelaksanaan fungsi  : 

a. Tersedianya Sarana Prasarana Kantor pada UPT laboratorium Lingkungan 

b. Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium 

Lingkungan  

c. Terlaksannya  Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah  

d. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium 

Lingkungan  

RealiasI Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan 
Indikator Kerja Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan Tahun 2022 

   
                                          

           
              

   
                        

     
        

    

     
       

Total % IK dihitung dari  = Tahun 2022 + Tahun 2023 + Tahun 2024 +  Tahun 2025+    
Tahun 2026  
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                            = 92 + 99,6 + 103,3 + 106,6+ 72 = 473,5 
 

1. Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Laboratorium Lingkungan melalui : 

a. Penambahan Parameter Lingkup Akreditasi dari Tahun 2022 direncanakan 

sebanyak 10 parameter dari 70 parameter sampai dengan tahun 2026, pada 

tahun 2022 realisasi penambahan lingkup akreditasi sebanyak 15 parameter 

 

                                   
             

            
               

 
b. Pembinaan Mutu Laboratorium lingkungan Tahun 2022 melaksanakan bimbingan 

teknis  laboratorium lingkungan Kab/Kota se Provinis Banten Direncanakan 

sebanyak 30  orang dengan dengan rencana sampai tahun 2026 sebanyak 100 

orang dan Realiasi sebanyak 20 orang untuk pelatihan internal saja hal ini karena 

anggaran bimbingan teknis tidak tersedia di tahun 2022 

 

                               
        

         
             

 
2. Terlaksananya pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan melalui 

a. Pengujian dan analisis Sampel Uji Tahun 2022 direncanakan sebanyak 150 

sampel,  pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan internal sampai 

dengantahun 2026 sebanyak  600 sampel dan realisasi sebanyak 150 

sampelpada tahun 2022 

 

                                       
          

           
             

 
b. Pelayanan  Pengujian dan Analisa Paremeter Kualitas Lingkungan Eksternal 

Tahun 2022 direncanakan sebanyak 300 sampel dengan rencana s/d 2026 

sebanyak  1000 sampel dan realiasi sebanyak 380 sampel pada tahun 2022 

 

                                       
          

            
             

Program Ketiga Pengelolaan Persampahan, Sasarannya Meningkatnya Lingkungan Hidup 

yang berkualitas  dengan Capaian Indikator : 

Meningkatnya Indeks Kualitas Air, kondisi Awal pada Tahun 2017 mencapai 51 point, 

diproyeksikan Target kondisi  akhir pada tahun 2022 menjadi 53,5 point kondisi Realisasi 

pada akhir tahun 2022 mencapai 55,9 point,  terdapat penurunan sekitar ± 1,43 point 

dibandingkan dengan capaian tahun 2021 mencapai 54,47 point. 
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Pemantauan Kualitas Air Sungai  

Ketersediaan informasi kualitas air diperlukan untuk menentukan program prioritas dan 

kegiatan, selain sebagai informasi dini terhadap pencemaran yang terjadi di sumber air. 

Kualitas air diperoleh dengan melakukan pemantauan air sungai secara manual dan 

otomatis kontinu. Pemantauan kualitas air secara manual dapat dilakukan pada lebih 

banyak lokasi, sedangkan pemantauan menggunakan alat otomatis dapat dilakukan secara 

terus menerus, sesaat dan data yang diperoleh lebih banyak dalam satu titik pemantauan.  

 

Upaya untuk mengendalikan pencemaran air salah satunya adalah pemantauan kualitas air 

yang masuk ke sungai atau di lokasi aliran sungai. Pemantauan ini perlu dilakukan terus 

menerus dengan cara menganalisis kualitas air yang masuk atau yang berada pada aliran 

sungai secara periodik. Bila ada polutan yang masuk ke sungai atau kondisi sungai tercemar 

ekstrim dalam suatu waktu tertentu, pemerintah atau pihak yang berwenang dapat 

melakukan tindakan tanggap pencemaran untuk pengendalian pencemaran lingkungan. 

Data yang diperoleh sebagai dasar untuk menghitung adanya penurunan beban pencemaran 

adalah hal yang paling utama dibutuhkan. Data pemantauan dapat diperoleh dengan cara 

pemantauan manual maupun dengan cara kontinyu.  
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Untuk mendukung hal tersebut, DLHK pada tahun 2022 telah melakukan pemantauan 

secara manual pada 5 DAS, yaitu Ciujung, Cibanten, Cilemer, Cirarab dan Cimanceuri, 

sedangkan untuk pemantauan secara kontinyu dilaksanakan oleh KLHK pada 2 DAS 

prioritas, yaitu DAS Cisadane dan Cidurian dengan membangun sebanyak 1 unit alat 

monitoring kualitas air secara kontinu (Onlimo) pada  DAS Cisadane.  

 

Pelaksanaan pemantauan kualitas air, baik secara kontinyu maupun secara manual 

bertujuan untuk memberikan informasi kepada semua pihak berkaitan dengan perubahan 

kualitas air pada sumber air serta sebagai instrumen peringatan dini (early warning). 

Sehingga semua pihak dapat memperoleh data kualitas air real time,kecenderungan kualitas 

air dalam jangka pendek dan status mutu air dalam waktu pendek (per jam atau harian). 

Data yang diperoleh dari pemantauan secara real time selanjutnya di entry dan dikelola 

dengan basis data.  

 

Pemantauan Kualitas  air sungai pada 5 DAS secara manual yang dilakukan DLHK 

Provinsi Banten  meliputi  tahapan yaitu : 

1) Pengambilan Sampel Air Sungai 

Pengambilan sampel kualitas air sungai dilakukan terhadap 5 sungai yang menjadi 

kewenangan Provinsi,yaitu : Sungai Ciujung, Sungai Cibanten, Sungai Cilemer, 

Sungai Cirarab dan Sungai Cimanceuri. 

Pengambilan sampel air sungai dilakukan pada 6 (enam) titik lokasi sebanyak 4 

(empat) kali pemantauan dengan parameter pengujian sesuai dengan PP 82 Tahun 

2001 Kelas II.  

2) Pengujian Sampel Air Sungai 

Pengujian kualitas air sungai dilakukan oleh laboratorium yang terkreditasi 

3) Pengolahan Data Hasil Uji 

Pengolahan data hasil uji dilakukan dengan menggunakan Metoda STORET, 

merupakan salah satu metoda untuk menentukan status mutu air yang umum 

digunakan. Dengan metoda STORET ini dapat diketahui parameter-parameter  yang 

telah memenuhi atau melampaui baku mutu air. Secara prinsip metoda STORET 

adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang 

disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air. 

4) Pembuatan Laporan 

Laporan hasil kegiatan pemantauan kualitas air sungai Provinsi Banten tahun  2022. 
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Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : 1) Tersedianya data kualitas air sungai 2) 

Tersedianya status mutu air sungai 3) Tersedianya indeks kualitas air 

 

 Pemantauan Kualitas Air Laut  

Sebagian besar wilayah Provinsi Banten berupa perairan laut yang letaknya sangat 

strategis. Perairan laut Provinsi Banten selain dimanfaatkan sebagai sarana perhubungan 

laut local maupun internasional, juga memiliki sumber daya laut yang sangat kaya dan 

penting, antara lain sumber daya perikanan, terumbu karang, padang lamun, mangrove 

dan pada daerah pesisir dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata yang menarik. Laut 

juga mempunyai arti penting bagi kehidupan makhluk hidup seperti manusia, juga ikan, 

tumbuh-tumbuhan dan biota laut lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sector kelautan 

mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat ikut mendorong pembangunan di masa 

kini maupun masa depan. Oleh karena itu, laut yang merupakan salah satu sumberdaya 

alam, sangat perlu untuk di lindungi. 

 

Permasalahan kerusakan lingkungan pesisir dan laut secara umum diakibatkan oleh 2 

(dua) hal yaitu yang terjadi secara alami dan dampak dari kegiatan manusia 

(antropogenik), baik yang dilakukan di wilayah daratan maupun di laut.  

 

Kegiatan manusia yang dilakukan di wilayah daratan yang tidak memperhatikan aspek 

kelestarian lingkungan memberikan kontribusi besar terhadap degradasi lingkungan pesisir 

dan laut, misalnya penebangan hutan, pembukaan lahan (land clearing), pertambangan, 

perikanan darat,alih fungsi kawasan, pembuangan limbah domestik dan limbah industri 

dan lain-lain. Sedangkan kegiatan manusia di laut yang menyebabkan turunnya kualitas 

lingkungan pesisir dan laut diantaranya disebabkan oleh kegiatan transportasi, perikanan, 

penambangan lepas pantai dan sebagainya. Sumber pencemaran lingkungan pesisir dan 

laut berasal dari sumber pencemar tertentu (point source), seperti industri dan sumber 

pencemar tak tentu (non point source), seperti pertanian, perkebunan, budidaya perikanan, 

dan domestik. 

 

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kualitas Air laut dimaksudkan untuk mengetahui 

jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air laut dan untuk mengetahui 

status mutu air laut. Lingkup kegiatan pemantauan kualitas air laut adalah mengambil 



59 

 

 

 

sampel air laut diperairan Serang (Anyer)  kemudian dianalisa oleh laboratorium yang 

terkreditasi. 

 

Dilakukan pengambilan sampel air laut di 10 (sepuluh) titik di wilayah laut Kabupaten 

Serang dengan jumlah pengambilan sampel sebanyak masing-masing 4 kali. Sampel air 

lautakan dilakukan pengujian oleh laboratorium yang terakreditasi. 

 

 

Program Keempat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Sasarannya 

Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator: 

1. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara, kondisi awal pada tahun 2017 mencapai 58,8 

point, Target diproyeksikan kondisi akhir pada tahun 2022 menjadi 70,8 point. 

Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan hasil penghitungan indeknya, diperoleh hasil 

IKU Provinsi Banten tahun 2022 adalah 73,89 Point. Angka tersebut berdasarkan  

pengklasifikasian peringkat masuk dalam kategori “baik” (70 ˂ IKU ≤ 80). Nilai IKU 

dipengaruhi oleh berbagai faktor  seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung 

pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Kab/Kota dan instansi 

terkait. Target tahun 2022 sebesar 70,8 point Realisasi pada akhir tahun 2022 mencapai 

73,89 point , terdapat penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 

mencapai 74,14 point. 
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Kualitas udara ambien dari tahun ketahun semakin menurun yang disebabkan oleh 

adanya peningkatan sumber pencemar udara oleh kegiatan manusia sehingga perlu 

upaya pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya 

pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan kualitas 

udara. 

 

Salah satu metode sederhana dan murah untuk mengukur kualitas udara ambien adalah 

metode passive sampler dengan parameter pencemar yang diukur adalah SO2 (Sulfur 

Dioksida) dan NO2 (Nitrogen Dioksida). Metode passive sampler  adalah suatu metode 

passive menggunakn system penyerapan gas secara difusi melalui media yan dipaparkan 

dalam waktu tertentu tanpa menggunakan pompa penghisap dengan memanfaatkan sifat 

fisis gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. 

 
Periode pemaparan di udara dapat divariasikan dari 1(satu) hari sampai dengan 1(satu) 

bulan tetapi mewakili tiap musim yang ada. Beberapa kelebihan pengembilan sample  

udara ambien dengan metode passive sampler adalah tidak memerlukan energy listrik, 

dapat dilakukan sampling pada banyak titik sampling karena bentuknya kecil, sederhana, 

praktis, dan tidak mahal. 

 
Kegiatan Pengukuran Kualitas Udara Ambien dengan Passive Sampler terdiri dari : 

1. Rapat Persiapan 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi seluruh Tim Pelaksana dalam 

hal pelaksanaan kegiatan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive 

sampler, serta pembagian tugas dan tanggung jawab Anggota Tim  

2. Pengadaan tiang dan peralatan passive sampler 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan tiang penggantung alat passive sampler 

dengan ketinggian tiang sekitar 3-4 meter dan perlatan pengambilan sample udara 

ambien, berupa : sampler SO2, sampler NO2, wadah sampler, bungkus 

sampler,shelter/pelindung sampler dan stiker kodifikasi sampler. 

3. Pengambilan sample udara ambien dengan metode passive sampler  

Petugas DLHK Provinsi melakukan pengambilan sample udara ambien di 4 (empat) 

lokasi yang pada tahun 2020 ini hanya bisa dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali per 

tahun di 8 Kab/Kota (sesuai ketentuan seharusnya dilaksanakan 2 kali per tahun). 

Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pemasangan tiang penggantung, pemasangan 
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peralatan passive sampler selama 14 hari, pelepasan/pengambilan peralatan passive 

sampler yang telah terpapar udara ambien dari tiangnya, selanjutnya mengirim sample 

udara ambien tersebut langsung ke laboratorium 

4. Penyusunan Laporan  

Kegiatan ini bertujuan untuk melaporkan hasil pelaksanaan  Pengukuran Kualitas 

Udara Ambien di 8 Kab/kota sekaligus  untuk melakukan review dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive 

sampler, serta untuk menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan 

kegiatan pengukuran udara ambien dengan passive sampler di tahun berikutnya. 

 

 

Program Kelima Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Sasarannya 

Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dengan Capaian Indikator :  

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup ( satuan : kelompok/lembaga), indikator program ini mulai dilaksanakan pada 

tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 

ditargetkan nilainya 78 kelompok/lembaga dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-

2022 nilainya mencapai 78 kelompok/lembaga. 
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Program Keenam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Sasarannya Meningkatnya 

Lingkungan Hidup yang berkualitas  dengan Capaian Indikator :  

a. Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (satuan : %), 

indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra 

perubahan periode 2017-2022. Pada akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 

Target nilainya meningkat mencapai 100%. 

 
Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (satuan : %). Target 

Tahun 2022 sebesar 100 % dengan realisasi dari target  tahun 2022 sebesar 100 %  dengan 

realisasi sebesar 77 %, realisasi capaian nya pada tahun 2022 menurun dikarenakan adanya 

beberapa kendala seperti masih terbatasnya jumlah personil/SDM yang kompeten seperti 

PPNS serta petugas pengawas lingkungan yang belum dioptimalkan secara baik sehingga 

belum optimalnya penerapan punishment dan reward terhadap terhadap para pelaku usaha 

serta adanya perubahan peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup sehingga perlu 

peningkatan upaya sosialisasi terkait perubahan peraturan pengelolaan lingkungan hidup 

tersebut serta penerapannya dilapangan dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah 

kabupaten/kota serta OPD terkait dalam pengawasan lingkungan hidup. 
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Dengan perhitungan : 

= (Jumlah pelaku usaha yang diperiksa – Jumlah perusahaan yang melanggar) / 

Jumlah pelaku usaha yang diperiksa x 100% 

= (120-28)/120 x 100% = 77 % 

 

Program Ketujuh Pengelolaan Hutan, Sasarannya Meningkatnya Pengelolaan dan 

konservasi hutan yang optimal dengan Capaian Indikator : 

a. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi diwilayah Pandeglang, Serang, Cilegon 

(Ha), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan 

renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 Target luas lahan kritis 

yang terehabilitasi di wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon Tahun 2022 seluas 

2.500 Ha adapun capaian realisasinya yaitu seluas 2.548,24 Ha, Capaian luas lahan 

kritis yang terrehabilitasi diwilayah Pandeglang, Serang, Cilegon (Ha) diukur dengan 

pendekatan perhitungan sebagai berikut :   Jumlah  Bibit untuk Hutan Rakyat Murni 

sebanyak 600 btg/Ha, Jumlah Bibit Hutan Rakyat untuk Pengkayaan sebanyak    300 

btg/Ha dan Luas penanaman untuk Penghijauan Lingkungan merupakan jumlah 

bibit tertanam +600 btg (koversi + 1 ha) ditambah dengan jumlah bibit yang 

ditanamn yang bersumber dari APBN, Stakeholder/Instansi lainnya, Pihak swasta 

(CSR) dan swadaya masyarakat. 

 
REKAPITULASI REHABILITASI LAHAN DILUAR KAWASAN HUTAN NEGARA DIWILAYAH PSC TA. 2022 

 
No 

 
Kegiatan 

 
Pelaksana Kegiatan 

 
Kab/Kota 

 
Jenis Bibit 

 
Volume 

(Btg) 

Luasan 

Konversi ke- 

Ha (400 

Btg/Ha) 

 
Sumber Anggaran 

1 Penghijauan Lingkungan KTH Gunung Batur Cilegon MPTS 300 0,75 APBD 

  KTH Berani Maju Serang MPTS 300 0,75 APBD 

2 Pemeliharaan Sumber Mata KTH Cokrom Hijau 2 Serang MPTS 500 1,25 APBD 

  KTH Harapan Pandeglang MPTS 500 1,25 APBD 

3 Kebun Bibit Desa (KBD) KTH Al-Fauzan II Serang Albasia 43.000 107,50 APBD 

    MPTS 600 1,50 APBD 

  KTH Pabean Maju Cilegon Albasia 40.000 100,00 APBD 

     600 1,5 APBD 

  KTH Sari Bakti Pandeglang Albasia 41.500 103,75 APBD 

     600 1,5 APBD 

  KTH Maju Mandiri Pandeglang Albasia 44.593 111,48 APBD 

    MPTS 600 1,5 APBD 

4 Agroforestri KTH Tanjung Pandeglang Albasia 2.500 6,25 APBD 

    MPTS 175 0,4 APBD 

5 Hutan Rakyat KTH Tanjung Mulya Pandeglang Albasia 13.750 34,4 APBD 

    MPTS 200 0,5 APBD 

6 Rehabilitasi Mangrove KTH Segara Biru Serang Mangrove 20.000 2,0 APBD 

  KTH Segara Biru Serang Mangrove  3,5 CSR 

  Mahasiswa UIN Serang Mangrove 500 1,25 Sewakelola 

7 Distribusi Bibit Dari Gunung 

Pinang 
 Serang  33.602 84,01 APBD 

   Kota Serang  12.375 30,94 APBD 

   Pandeglang  16.031 40,08 APBD 

   Cilegon  3.043 7,61 APBD 
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8 Tahura Banten  Pandeglang   12,50 APBD 

9 Bidang DAS dan KSDAE KTH Mulya Jaya Pandeglang MPTS 416 1,04 APBD 

  KTH Bumi Agung Pandeglang MPTS 852 2,13 APBD 

  KPS Pelita Serang MPTS 1.220 3,05 APBD 

   Serang Mahoni, gol 607 1,52 APBD 

   Serang MPTS 1.150 2,88 APBD 

6 Perum Perhutani BKPH Sobang    106,89 Perum Perhutani 

  BKPH Cikeusik    236,06 Perum Perhutani 

7 BPDASHL-Citarum Ciliwung 

(KBR) 

 
KTH HarapanBangsa 

  
Albasia 

 
35.000 

 
87,50 

 
BPDAS-HL CTW Bogor 

    MPTS 1.200 3,00 BPDAS-HL CTW Bogor 

  KTH Rizki Tani  Albasia 35.000 87,50 BPDAS-HL CTW Bogor 

    MPTS 1.200 3,00 BPDAS-HL CTW Bogor 

  KTH Jati Nunggal  Albasia 35.000 87,50 BPDAS-HL CTW Bogor 

    MPTS 1.200 3,00 BPDAS-HL CTW Bogor 

  KTH Margawana  Albasia 35.000 87,50 BPDAS-HL CTW Bogor 

    MPTS 1.200 3,00 BPDAS-HL CTW Bogor 

  KTH Pamatang  Albasia 35.000 87,50 BPDAS-HL CTW Bogor 

    MPTS 1.200 3,00 BPDAS-HL CTW Bogor 

  KTH Pancaroba  Albasia 35.000 87,50 BPDAS-HL CTW Bogor 

    MPTS 1.200 3,00 BPDAS-HL CTW Bogor 

  KTH Lembah Hijau  Albasia 35.000 87,50 BPDAS-HL CTW Bogor 

    MPTS 1.200 3,00 BPDAS-HL CTW Bogor 

  KTH Saga Tani  Albasia 35.000 87,50 BPDAS-HL CTW Bogor 

    MPTS 1.200 3,00 BPDAS-HL CTW Bogor 

  KTH Kramat Jambu  Albasia 35.000 87,50 BPDAS-HL CTW Bogor 

    MPTS 1.200 3,00 BPDAS-HL CTW Bogor 

  KTH agri Mulya  Albasia 35.000 87,50 BPDAS-HL CTW Bogor 

    MPTS 1.200 3,00 BPDAS-HL CTW Bogor 

  KTH Barokah  Albasia 35.000 87,50 BPDAS-HL CTW Bogor 

    MPTS 1.200 3,00 BPDAS-HL CTW Bogor 

  KT Karya Bersama  Albasia 35.000 87,50 BPDAS-HL CTW Bogor 

    MPTS 1.200 3,00 BPDAS-HL CTW Bogor 

  KTH Cibunar  Albasia 35.000 87,50 BPDAS-HL CTW Bogor 

    MPTS 1.200 3,00 BPDAS-HL CTW Bogor 

  KTH Sukamaju II  Albasia 35.000 87,50 BPDAS-HL CTW Bogor 

    MPTS 1.200 3,00 BPDAS-HL CTW Bogor 

  KTH Tunas Harapan  Albasia 35.000 87,50 BPDAS-HL CTW Bogor 

    MPTS 1.200 3,00 BPDAS-HL CTW Bogor 

  KTH Mugi Makmur  Albasia 35.000 87,50 BPDAS-HL CTW Bogor 

    MPTS 1.200 3,00 BPDAS-HL CTW Bogor 

  KTH Harapan Sejahtera  Albasia 35.000 87,50 BPDAS-HL CTW Bogor 

    MPTS 1.200 3,00 BPDAS-HL CTW Bogor 

 Jumlah 2548,24  

 

b. Luas Lahan kritis yang terehabilitasi diwilayah Lebak dan Tangerang (Ha),  

indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan 

renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 

2.500  Ha dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya 

meningkat mencapai 6.000 Ha. Realisasi pada tahun 2022 mencapai 2.606,91 

Ha. Capaian luas lahan kritis yang terrehabilitasi diwilayah Lebak Tangerang diukur 

dengan pendekatan perhitungan sebagai berikut :  Jumlah Bibit untuk Hutan Rakyat 

Murni sebanyak 600 btg/Ha, Jumlah Bibit Hutan Rakyat untuk Pengkayaan 

sebanyak 300 btg/Ha dan Luas  penanaman  untuk  Penghijauan  Lingkungan  

merupakan  jumlah bibit tertanam  +600 btg (koversi + 1 ha) ditambah dengan 

jumlah bibit yang   ditanamn   yang   bersumber   dari   APBN,   Stakeholder/Instansi 

lainnya, Pihak swasta (CSR) dan swadaya masyarakat. 
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JENIS  JUMLAH SATUAN

1 3 3 4 5 6 7                          8 

Bibit Pohon     1.646.871  btg        2.606,91 

i.
APBD Provinsi 

Banten

Lahan Milik 

Msyarakat

Rehabilitasi 

Hutan Rakyat
Bibit Pohon               296.580 btg                  340,00 

a. Pembuatan Kebun Bibit Desa
Rehabilitasi 

Hutan Rakyat
Bibit Pohon               241.200 btg                    75,00 

1 KTH Gelar Mukti, Desa Pagelaran Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Bibit Pohon                 40.200 btg                    25,00 

Sengon                 40.000 btg

Mangga                      100 btg

Durian                      100 btg

2 KTH Haniwung, Desa Mekarwangi Kecamatan Muncangt Kabupaten Lebak Bibit Pohon                 40.200 btg                    25,00 

Sengon                 40.000 btg

Mangga                      100 btg

Durian                      100 btg

3 KTH Sang Reka Jaya, Desa Cidikit Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Bibit Pohon                 40.200 btg                    25,00 

Sengon                 40.000 btg

Mangga                      100 btg

Durian                      100 btg

b. Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun Ke-1
Lahan Milik 

Msyarakat
Bibit Pohon 5.500                 btg                  175,00 

1 KTH Mitra Wana, Desa Maraya Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Sengon 2.750                 btg                    25,00 

2 KTH Harapan Asih, Desa Paja Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Sengon 2.750                 btg                    25,00 

3 KTH Harapan Jaya, Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Sengon 2.750                 btg                    25,00 

4 KTH Bakti Alam, Desa Karangkamulyan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Sengon 2.750                 btg                    25,00 

5 KTH Giri Harja, Desa Mekarsari Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Sengon 2.750                 btg                    25,00 

6 KTH Harapan Jaya, Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Sengon 2.750                 btg                    25,00 

7 KTH Walini Bakti, Desa Candi Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak Sengon 2.750                 btg                    25,00 

c. Pembangunan Hutan Rakyat
Lahan Milik 

Masyarakat
Bibit Pohon 27.900               btg                    50,00 

1 KTH Alam Sejahtera, Desa Hegarmanah Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Bibit Pohon 13.950               btg                    25,00 

Sengon 13.750               btg

Mangga 100                     btg

Durian 100                     btg

2 KTH Tani Rahayu, Desa Ciakar Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Bibit Pohon 13.950               btg                    25,00 

Sengon 13.750               btg

Mangga 100                     btg

Durian 100                     btg

d. Penghijauan Lingkungan
Lahan Milik 

Masyarakat
Bibit Pohon 750                     btg                    25,00 

1
Kelompok Tani Hutan Remaja Tanjung Burung, Kampung Cirumpak, Desa Tanjung 

Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang
Bibit Pohon 750                     btg                    25,00 

Mahoni 250                     btg

Ketapang 250                     btg

Mangga 250                     btg

e. Agroforestri
Lahan Milik 

Masyarakat
Bibit Pohon 21.230               btg 15,00                  

1 KTH Karya Sejati, Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Bibit Pohon 1.640                                      5,00 

Sengon 1.500                 btg

Rambutan 70                       btg

Durian 70                       btg

2 KTH Waluya, Desa Muncang Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Bibit Pohon 1.640                 btg                      5,00 

Sengon 1.500                 btg

Rambutan 70                       btg

Durian 70                       btg

3 KTH Sekarwangi, Desa Sankanwangi Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Bibit Pohon 17.950               btg                      5,00 

Sengon 1.500                 btg

REALISASI KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS SECARA VEGETATIF

PADA WILAYAH KERJA CABANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILIAYAH LEBAK DAN TANGERANG

TAHUN ANGGARAN 2022

 LUAS AREAL 

TANAM 

(HEKTAR) 

TOTAL REHABILITASI LAHAN SECARA VEGETATIF

STATUS LAHAN/ 

LOKASI TANAM

PERUNTUKAN 

KEGIATAN

2

PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA CDLHK-LT

NO. KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR/ KELOMPOK PENERIMA
JENIS BANTUAN/ KEGIATAN YANG DILKASANAKAN

SUMBER DANA 
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II.
APBD Provinsi 

Banten

Lahan Milik 

Msyarakat

Rehabilitasi 

Hutan Rakyat
Bibit Pohon                 15.950 btg                    40,00 

1 KTH Sumber Rejeki, Kampung Cisalak Desa Cileles, Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Durian 500                     btg

Kopi 500                     btg

2 KTH Surya Makmur, Desa Coipendeuy, Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Durian 250                     btg

Kopi 500                     btg

3 KTH Maju Berkah, Desa Cipalabu Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak Durian 250                     btg

Kopi 500                     btg

4 KTH Mulya Sari, Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Durian 500                     btg

5 LMDH Sangkan Jaya, Desa Sankanmanik Kecamatan Cimarga Durian 100                     btg

Kopi 300                     btg

Pete 50                       btg

6 LMDH Sonojaya lestari, Desa Intenjaya Kecamatan Cimarga Durian 100                     btg

Kopi 300                     btg

Pete 50                       btg

7 LMDH Mukti Jaya, Desa Kramat Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Durian 100                     btg

Lengkeng 75                       btg

8 LMDH Wanatani Gerlap, Desa Gunung Kendeng Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten 

Lebak Kopi 300                     
btg

Pete 100                     btg

9 LMDH Giri Mukti, Desa Bulakan Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Durian 150                     btg

Lengkeng 75                       btg

Kopi 100                     btg

Pete 100                     btg

10 Hutan Adat Kasepuhan, Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Durian 100                     btg

11 KTH Milenial, Desa Ciburuy Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak Jengkol 900                     btg

12 Hutan Adat, Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Durian 750                     btg

Jengkol 750                     btg

Petai 750                     btg

13 KTH Kadubitung, Desa Malangsari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Durian 600                     btg

Jengkol 600                     btg

Petai 600                     btg

14 KTH Harum Tani, Desa Harum Sari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Durian 600                     btg

Jengkol 600                     btg

Petai 600                     btg

15 KTH Gapoktan, Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Durian 1.000                btg

Jengkol 1.000                btg

Petai 1.000                btg

16 KTH Sindang Patih, Desa Kandang Sapi Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak Durian 600                    btg

Pete 600                    btg

iII.
APBD Kabupaten 

Lebak

Lahan Milik 

Msyarakat

Rehabilitasi 

Hutan Rakyat
Bibit Pohon                   3.536 btg                    10,00 

1 Bantuan Bibit Tanaman Mahoni 2.412                 btg

Lame 160                     btg

Rambutan 243                     btg

Mangga 124                     btg

Durian 73                       btg

Ketapang Kencana 6                         btg

Manglid 290                     btg

Damar 27                       btg

Jambu 34                       btg

Alpukat 12                       btg

Nangka 15                       btg

Pete 12                       btg

Sirsak 5                         btg

Belimbing 6                         btg

Jeruk 15                       btg

Manggis 5                         btg

Kelengkeng 6                         btg

Albasiah 10                       btg

Cengkeh 48                       btg

Jati 32                       btg

Duku 1                         btg

IV APBN BPDAS-HL
Lahan Milik 

Msyarakat

Rehabilitasi 

Hutan Rakyat
Bibit Pohon               861.100  btg              1.277,50 

a. Bantuan Bibit Rumpin APBN BPDAS-HL
Lahan Milik 

Msyarakat

Rehabilitasi 

Hutan Rakyat
Bibit Pohon               371.000 btg                  927,50 

1 Bantuan Bibit Penghijauan dari Persemaian Permanen Rumpin Eucaliptus               50.000                  927,50 

Sengon             100.000 

Jati               15.000 

Mahoni               20.000 

Balsa               10.000 

Manglid               15.000 

Nangka               25.000 

Sirsak               50.000 

Alpukat               20.000 

Jengkol               25.000 

Durian               25.000 

Petai               16.000 

b. Kebun Bibit Rakyat (KBR) APBN BPDAS-HL
Lahan Milik 

Msyarakat

Rehabilitasi 

Hutan Rakyat
Bibit Pohon               490.100 btg                  350,00 

1 KTH Hutan Mulya, Blok Sumberwaras Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik Sengon 34.000                                  25,00 

Alpukat 1.000                 

2 KTH Mutiara Tani, Blok Cijulang Desa Campaka Kecamatan Cirinten Sengon 33.800                                  25,00 

Durian 650                     

Petay 550                     

3 KTH Koja Rahayu, Blok Kelepu Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Sengon 33.800                                  25,00 

Durian 650                     

Petay 550                     

4 KTH Tunas Harapan, Blok Cijalid Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong Sengon 34.000                                  25,00 

Durian 500                     

Alpukad 500                     

5 KTH Mustika Alam, Blok Cikadu Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Sengon 34.000                                  25,00 

Durian 500                     

Alpukat 500                     

6 KTH Saparakanca, Blok Cikalapa Desa Sawarna Kecamatan Bayah Sengon 33.550                                  25,00 

Jambu Kristal 750                     

Petay 700                     

7 KTH Mupakat, Blok Ciseda Desa Bojongjuruh Kecamatan Banjarsari Sengon 34.000                                  25,00 

Durian 500                     

Alpukad 500                     

8 KTH Sugan Jaya, Blok Batubolong Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung Sengon 34.000                                  25,00 

Durian 700                     

Alpukat 300                     

9 KTH Hikayat Muda Mandiri, Blok Kubang Desa Kramatjaya Kecamatan Gunungkencana Sengon 34.000                                  25,00 

Durian 500                     

Petay 500                     

10 KTH Mutiara Bumi Lestari, Blok Bulumunti Desa Citorek Tengah Kecamatan Cibeber Sengon 34.000                                  25,00 

Jambu Kristal 500                     

Durian 600                     

11 KTH Wana Lestari, Blok Muncang Desa Muncang Kecamatan Muncang Sengon 33.760                                  25,00 

Petay 640                     

Alpukat 600                     

12 KTH Tunas Flora, Blok Cikaung Desa Cibareno Kecamatan Cilograng Sengon 34.000                                  25,00 

Rambutan 500                     

Alpukat 500                     

13 KTH Sumber Urip, Blok Cikatimin Desa Sukamulya  Kecamatan Cibeber Sengon 34.000                                  25,00 

Alpukat 1.000                 

14 KTH Lestari Alam, Blok Patat Desa Sogong Kecamatan Panggarangan Sengon 34.000                                  25,00 

Durian 1.000                 

V. APBN BPDAS-HL

Kawasan Hutan 

Perum Perhutani 

KPH Banten

Pembuatan 

Tanaman (P0)
Bibit Pohon               469.705 btg                  939,41 

1 KPH Banten, BKPH Bayah Kayu-Kayuan 93.655               btg                  187,31 

2 KPH Banten, BKPH Malingping Kayu-Kayuan 125.350             btg                  250,70 

3 KPH Banten, BKPH Rangkasbitung Kayu-Kayuan 125.350             btg                  250,70 

4 KPH Banten, BKPH Gunung Kencana Kayu-Kayuan 125.350             btg                  250,70 

BANTUAN BIBIT KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN/MASYARAKAT OLEH DINAS LH KABUPATEN 

LEBAK

RHL Pada Kawasan Perum Perhutani Divisi Regional III Jabar-Banten

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN BPDAS-HL TA. 2022

BANTUAN BIBIT KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN WILAYAH KABUPATEN LEBAK (BIDANG PDAS 

& KSDAE)
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c. Tersedianya benih unggul yang bersetifikat bagi masyarakat (satuan: batang), indikator 

program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra 

perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 180.000 

Batang dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat 

mencapai 540.000 Batang. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 sebanyak 

184.081 Batang dengan pencapaian realisasi dari terget sebesar 102,27%. dengan 

rincian sebagai berikut : 

Jumlah Produksi/Ketersediaan Bibit Tanaman pada UPTD Sertifikasi 
dan 

Perbenihan Tanaman Hutan Tahun 2022 
 

 

 

d. Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat (Satuan: %), indikator program ini 

mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. 

Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 10 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-

2022 nilainya meningkat mencapai 30%, dengan capaian tahun 2022 sebesar  28,03% ada 

peningkatan  sebesar 2,95 % dibandingkan dengan capaian tahun 2021, dengan 

perhitungan :  
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Program Kedelapan Konservasi Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dengan 

Sasarannya Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal dengan Capaian 

Indikator : 

a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah 

Pandeglang, Serang dan Cilegon (klpk), indikator program ini mulai dilaksanakan pada 

tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 

ditargetkan nilainya 3 Kelompok dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 

nilainya meningkat mencapai 9 Kelompok. Capaian tahun 2022 ini mencapai 3 

Kelompok atau mencapai 100 %.  

 
Jumlah Kelompok yang memanfaatkan hasil hutan meningkat 3 kelompok pertahun 

Peningkatan Peran serta masyarakat  = Peningkatan rata rata Jumlah kelompok 

masyrakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 

kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan 

kayu, kel Perlindungan dan pengamanan hutan) 

3 Kelompok : 

1. Kelompok Mangrove Segara Biru (Kab.Serang) 

2. Kelompok Pecinta Alam Pesisir Pulau Dua (Kota Serang) 

3. Kelompok BAHARI Pandeglang (Kab.Pandeglang) 

 
b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah 

Lebak dan Tangerang  (klpk), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 
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2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 

ditargetkan nilainya 3 Kelompok dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 2017-2022 

nilainya meningkat mencapai 9 Kelompok. Capaian tahun 2022 ini mencapai 3 

Kelompok atau mencapai 100 %. 

 

Jumlah Kelompok yang memanfaatkan hasil hutan meningkat 3 kelompok pertahun 

Peningkatan Peran serta masyarakat  = Peningkatan rata rata Jumlah kelompok 

masyrakat yang berperan dalam pengawasan dan pemanfaatan hasil hutan meningkat 3 

kelompok per tahun (Kel Pemberdayaan, Kel Peredaran hasil hutan kayu dan bukan 

kayu, kel Perlindungan dan pengamanan hutan) 3 kelompok :  

I. Kelompok Masyatrakat mitra polhut (perhutani) 

II. Penangkar TSL ( Lebak) 

III. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) (perhutani, TNGHS) 

 

c. Peningkatan fungsi UPTD TAHURA   (satuan :  %), indikator program ini mulai 

dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. 

Pada tahun 2022 ditargetkan nilainya 12,5 % dan di akhir Renstra Perubahan DLHK 

2017-2022 nilainya meningkat mencapai 37,5 %. Capaian tahun 2022 mencapai 

12,5%. 

Penjelasan :       

Pada saat tahun 2022           

Rumus Peningkatan fungsi UPTD TAHURA = kontribusi kegiatan perlindungan dan 

rehabilitasi + Kontirbusi kegiatan pengembangan dan pemanfaatan/ 2  

Peningkatan Fungsi UPTD TAHURA = 15% + 10 % /2      

                                                  = 25 /2     

                                                  = 12,5 %  

        

Program Kesembilan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Bidang, dengan Sasarannya Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi 

hutan yang optimal dengan Capaian Indikator : 

a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam  Perlindungan, Pengelolaan dan 

Konservasi Hutan (klpk), indikator program ini mulai dilaksanakan pada tahun 

2020 sesuai dengan renstra perubahan periode 2017-2022. Pada tahun 2022 
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ditargetkan nilainya 10 Kelompok dan Realisasi Jumlah Peningkatan Peran Serta 

Masyarakat dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan pada tahun 

2021 sebanyak 20 Kelompok dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah 

kelompok sebanyak 15 Kelompok dan capaian kinerja dari target yang telah 

ditetapkan sebesar 150 %.   

Program Kesepuluh Pengelolaan Daerah Aliran Sunga (DAS), Sasarannya 

Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Hutan yang Optimal  dengan Capaian 

Indikator :  

Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)(%), indikator 

program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan renstra perubahan 

periode 2017-2022. Pada tahun 2021 ditargetkan nilainya 20 % dan di akhir Renstra 

Perubahan DLHK 2017-2022 nilainya meningkat mencapai 60%.  

a. Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)(%). Target Tahun 

2022 sebesar 20 % dengan realisasi  yang melebihi dari target  tahun 2022 sebesar 36,84 

%, dengan persentase pencapaiannya mencapai 184,20 %. Dengan perhitungan sebagai 

berikut : 

 

 

 

∑ TARGET KEE = 14 

Kab Serang : 1) Taman Kehati Cikolet/Kadu beureum 2) Pulau Kamujan Kecil 

Kab Pandeglang : 3) Hutan Medong, 4) Situ Cikedal 

Kab Lebak : 5) Hutan Adat Baduy. 6) Ekosistem Karst Sawarna  

Kab Tangerang : 7). Pulau Cangkir. 8) Tangerang Mangrove Center 

Kota Serang : 9) Hutan Kota Curug, 10) Mangrove Center Sawah Luhur 

Kota Tangsel : 11) Hutan Puspitek 12) Taman Kota Puspitek BSD 

Kota Tangerang : 13) Bantaran Cisadane 14) Situ Cipondoh 

 
∑ Target DAS : 5 

Cidurian, Ciujung, Cibanten, Cidanau, Cisadane 

 

∑ Realisasi DAS yang ditangani + ∑ Realisasi KEE yang ditangani    X 100 
∑ Target DAS + ∑ Target KEE 
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